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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB — LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad
yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam
pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta
segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan
dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat glebal. Namun,
dengan sejumlah pertimbangaa, praktis danakademik,.tim penyusun pedoman ini
mengadopsi “Pedomafi“Transliterasi Arab Latin”.yafg mcrupakan hasil keputusan
bersama“(SKB)' Menteri Agama dan Menteri/Pendidikan dah_ Kebudayaan R.1.,
masing-rqasing'™Nomor: 158 Fahun 1987 dan Nemor: 05430/19/1987.

Tim_penyusun hanya mengadaptasi sedikif adaptasi terhadap transliterasi
artikel atau-kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan
huruf 3 (alif lam ma ’rifah). Dalam-pedeman ini, “al-“ ditranslitesasi dengan cara
yang saia, paik rardiikutiroleh aliflaimsyamsiyyahsmaupun gaimariyyah.

Demikian'pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau
nama_Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “Swt.”,
“saw.”, dan “ra¢”.

Dengan memilih dan menetapkan -sistem transliterasi ‘tersebut di atas
sebagai acuan dalam pedoman iail, maka seluruh civitas academica yang menulis
karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti
pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut  secara konsisten jika transliterasi
memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap
tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.
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A. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf Latin

sebagai berikut:
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C. Vokal
1. Vokal Tunggal
fathah - ditulis a contoh 158 = garaa
kasrah - ditulis i contoha>) = rakima
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Xiii

dammah : ditulis u contoh & = kutub
Vokal Rangkap

Vocal Rangkap 4; (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : &) = Zainab _2X = kaifa

Vocal Rangkapj- thah dan waw) ditulis “au”

Contoh : "¢ 9= hau 8= gaul
3. Mokal Panja (madd )
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F. Lafzu al-Jalalah

Lafzu’ al-Jaldlah (kata &) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa

hamzah.



Xiv

Contoh : X ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allzh
A A ditulis: Jarullah,
G. Kata Sandang “al-*

1. Kata sandang “al-* tetap dituisy~“al-*, baik pada kata yang dimulai dengan

huruf gamariah maupun sya
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Singkatan
Swit. = subhanahu wa ta’ala
Saw. = sallallahu ‘alaihi wa sallam

‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum
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ABSTRAK

Nama : Dimas Fajar Ramadhan
NIM : 2074233081
Judul : Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Presidential

Threshold di Indonesia dan Ijtihad Pemilihan Khalifah Oleh
‘Umar bin al-Khattab

Pemimpin, merupakan hal yang esensial dalam tatanan hidup. Adanya
keinginan untuk membangun'pemerintahan presidensial yang efektif atau stabil pun
kemudian mendorong dibentuknya,desain kelembagaan baru melalui pembesaran
ketentuansambang batas pencalonan Presiden atau Sering disebut Presidential
Threshold. “Adapun dalani™sejarah peraddban |slam,_yang 4anemegang sistem
khilafah, terdapat, satu algmen sistem pemilinankhilafahfyang pernah dianut pada
masa_kekhilafahag ‘@mar bin al-Khattéb yang~m@njadi” hasil ijtihad beliau.
Penelitian ini \bergwjuan untuk mengetahui bagaimana./pererapan’ Presidential
Threshold padd@®istem pemilihan umum di Indonesiapbagaimana jjtihad ‘Umar bin
al-Khattaly dadam'pemilihan khealifoh pada zamannya, dan bagaimana perbandingan
antara sistem pemilthan_ umum Presidential Thresheld di Indonesia dan 1jtihad
pemilihangkhalifak oleh ‘Umar bin al-Khattab.

Penedtian Il menggunakan- jents- penelitian Kualitati—berbentuk studi
kepustakaan (libraxyresearch) dengan melakukan pengkajien techadap huku-bulki
sejarahy fikifl, dan beberapa Karya_ilmiah! yang berkaitan dengar\ pembahasan
skripsi ini="Peneliti“menggunakan._pendekatan yuridis nermatif glan pendekatan
perband¥igar;, yaiturmembendingkan sistem antararkedua variabel yang diteliti.
Selain itu, “digunakan juga metode komparatif dengam. mengginakan secara
bersamaan imetode yang bersifat umum terlebih dahultsykemudian menuju
kesimpudan secara kiusus hingga menarik kesimpulan, yang bersifat umum dari
kasus-kasus individual.

Penelitian  ini  membandaingkao< sistem pemilinan, pemimpin “dalam
PresidentialdThreshold di Indonesia>dengan ijtinad pemilihan %ha/ifah oleh ‘Umar
bin al-Khattab dari segi konsep pemilifian; mekanisme pengusungan calon, dan
karakteristik pemimpin. Hasil penelitian menunjukkan ‘bahwa meskipun terdapat
perbedaan signifikan dalam proses dan' konsepnya, kedua sistem memiliki
persamaan dalam prinsip-prinsip dasar seperti keterlibaten, persetujuan, dan
penyebarluasan informasi kepada publik.  Kedua sistem juga menekankan
pentingnya sifat adil, Kemampuan rohani dan jasmani, kapasitas ilmu, serta visi,
misi, dan program yang jelas dalam memilih pemimpin. Implikasi penelitian ini
menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks modern
dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, dengan tetap mengakomodasi
nilai-nilai Islam dalam proses pemilihan pemimpin.

Kata Kunci: Presidential Threshold, ljtihad ‘Umar bin al-Khattab, Pemilihan
Umum

XVi



Olzsy pud 83 !
2074233081 : bl L3,

Dbt Sty L gl) 3 A

W bt plad &jlde dulys 1eoud Olsie
*‘ w .

25 G Tl}of&: A
\ &3 .
J’p.-.wjﬂ -'»‘-L:“’.lg;iw’

gshold). izl

e (W;‘a& ~s Jas (i

)UM‘J ot

K
0 Alumn _,td b) dag>

djf—” W‘JJU

W23 U Zé\?pYb

Al &

)
‘Jl

LUl ol of i
e 5 ‘5—,—” dzall ~._3

LYl 2 a4 e
)&f&&i c().g.é.u AP

N
%0TL“§'J)+"’-"U "Ll N‘ QDLL\\_,V‘ '_-_ MLA_J‘

T2y JL BLAYL (plall 5eLE Hy Gy ) SR LAT e Obbasy cuallad)
3 oLl oda by OF J) ol 1 BT 15y W) jlasl (3 zUpdly Wl fly (a5
idae 3 adYl ool Olazal mo s gi] (3 bl acll aladl o Of Ko Eyidt BLS

ol jLas

bl (Ol -y sae A Aadd slgal @t )l dzdl de-kall ColedST!

XVii



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat membutuhkan
seorang pemimpin. Pemimpin merupakan hal yang esensial dalam tatanan hidup.
Baik dalam lingkup yang terkecil (diri sendiri)*maupundingkup yang paling besar
(negara). Kepemimpinan, memegang peran yang/penting dalam sebuah tatanan
pegara untuk menjalankans pemerintahan, Tenegapkan. kebijakan, mengawasi
implementasi’ kebijakan, seria memastikan pelayanan uublik. dan pembangunan
yang efeki#fgan-Derkelanjutan pada sebuah negaras

Kepemimpinan“adalah hubungan yang ada dalam 'dixi_Seseorang atau
pemimpin, mempengarthi orapg fam\untuk hekerja“secara sadasdalam hubungan
tugas uptuk mencapai tujuan yang diinginkan, Kepemimpinan adalal suatu proses
bagaimanad menata_dan mencapai_Kinerja_untuk mencapaisKeputusan seperti
bagaimana yang_ diinginkannya. Kepemimpinan adalah statu rafgkaian bagaimana
mendistriblsikan pengaturan dan situasi pada suatu waktu tertentuid

Dalam Islam kepemimpinan begiti’penting sehingga mendapat perhatian
yang sangat besar. Begitu pentinptye<kepemimpinan ini, mengharuskan setiap
perkumpulan untuk' memiliki piapinan, babkan perkumpulan dalam-jumlah kecil
sekalipun.?

Diantara tujuan Allah Swt. menciptakan manusia beserta kesempurnaannya
adalah salah satunya karena manusia pada dasarnya merupakan pemimpin di atas
muka bumi.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Bagarah/2: 30.

1Sulthon Syabhril, “Teori -Teori Kepemimpinan,” Ri’ayah 4, no. 2 (2019): h. 208-205, e-
journal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/1883.
2Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam (Batusangkar: Erlangga, 2007), h. 268. .



L6 Al B 18 eadl 1 SIE*ARIS (31 8 els o3 ARUAD 5 06 35
O3alE Y L ale ] ) OB al 2l 5 Sara, s (A5 2l dlata g

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak
menjadikan khalifah di bumig’*Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak
menjadikan oranggyang merusak dangmenumpahkan darah di sana,
sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia
berfirmany “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yangtidak kamu ketahui.”?

Sehingga dari ayat di“atas terlihat bahwa Allah‘memakai istilah khalifah
yang sangat erat kaitangya. dengan. kepemimpingn. Oleh karena itu, persoalan
kepemimpinan telah«ada_sejak penciptaan Manusia, yang bahkan masih_ dalam
rencanayAllai Swi.dengansegala hikmah-Nyay Ayat dni/méngisyaratkan bahwa
khalifah agdatallpemegang, mandat untuk meagemban amanah den kepemimpinan
langit di muka bumi.”

Allafyberfirman dalam @15 AlvAn*am/6: 165.

Ais il 481, Ol G4y &) &
Terjemabnya :

Dialah"yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifak,di bumi dan Dia
meninggikanssebagian kamu beberapa derajat:atas sebagian. (yang lain)
untuk  menguji kamu | atas ' apa | yang diberikan-Nya “kepadamu.
Sesungguhnya’ Tuhanmu .sangal cepat hukuman-Nya. Sesungguiinya Dia
MahasPengampun lagi Matia Penyayang.®

Berbicara tentang sebuahv negara dan pemerintahan tidak terlepas dari
membicarakan para pemegang; kekuasaan- atau pemimpin. Karenanya Islam

mengharuskan adanya negara dan pemerintahan dengan kaidah-kaidah yang di

3Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 6.

“Ali Rif’an dan Akhmad Said, “Relevansi Makna Kata "khalifah " Dalam Kepemimpinan
Pendidikan Islam: Kajian Tafsir Tematik,” Piwulang 5, no. 1 (2022), h. 100,
http://dx.doi.org/10.32478/piwulang.v5i1.1171.

SKementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 204.
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dalamnya mengatur kriteria para pemegang kekuasaan atau pemimpin yang betul-
betul sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam.®

Tuti Munfaridah berpendapat bahwa konsep Islam memiliki dasar-dasar
yang sangat kuat dan kokoh yang bukai, saja dibangun dari nilai-nilai ajaran Islam,
namun telah dipraktekkan'sejak berabad-abad yang lalu oleh nabi Muhammad
Saw., para Shahabat dan al-Khulafa® al-Rasyidin. Bersumber dari Al-Qur’an dan
sunnahgberkembang dinamis karena dipengaruhi olehondidi sosial, politik dan
budaya.” Ketika di Madigah.nabi ‘Muhamntad Saw. _mempufyai peran ganda
Sebaoai kepala pgrerintahan sekaligus hakim yang merupakan manifestasi‘beliau
sebagai rasul utusgn ‘Allah "‘Swt. Syariat Islam menjadi-Tasar, tata  pemerintahan
waktu itu,2yang'selanjutnya, sistem khilafah [slamddipegang ciefi-seorang khalifakh,
termasuk di_dalamnya sebagai al-Khulafa’ al-Rasyidin.

Pada-tatanan negara Intonesia yang menganut sistem demokrasi memiliki
mekanisnme \hubungan ' dan tata'kerja—antara lembaga-lembégga, negara, yakni
eksekutity legislatif;rdansyudikatif: Sistemrpemerintahansini pada era demokrasi
modern dapat_dibagi dalam tiga kelas, tergantung pada hubungan antara organ-
organ.spemerintahan yang mewakili ‘tiga fungsi yang berbeda. Pertama,
pemerintahan rakyat | melalui perwakilan<dengan sistem parlementer. Kedua,
pemerintahan rakyat melalui perwakilandengan sistem pemisahamkekuasaan atau
sistem presidensial. Ketiga, pemerintahan. rakyat melalui perwakilan dengan
disertai pengawasan langsung oleh rakyat.® Dalam hal ini sistem pemerintahan yang
berjalan di Indonesia mengacu pada fungsi yang kedua, yaitu sistem pemisahan

kekuasaan atau sistem presidensial, dimana dalam sistem ini badan eksekutif yang

5Mohammad Dahlan, "Kepemimpinan dalam Islam: Studi Tentang Kriteria Pemimpin
dalam Perspektif Islam", Jurnal Studi Islam dan Sosial 8, no. 2 (2015), h. 112.

"Tuti Munfaridah, “Kepemimpinan Dalam Islam,” Wahana Akademika 14, no. 1 (2012): h.
1, journal.walisongo.ac.id/index.php/wahana/article/view/353.

8Ujud Rusdia Rendy Adiwilaga, Yani Alfian,Sistem Pemerintahan Indonesia (Yogyakarta:
Grup penerbitan CV BUDI UTAMA, 2018), h. 7.
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diwakili oleh presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif yang jika
dicontohkan dalam sistem pemerintahan Indonesia diwakilkan oleh DPR.

Berdasarkan UUD 1945, jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam
satu pasangan dan diisi dengan cara pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal itu
disebutkan dalam Pasal 6 A ayat (1) UUD 1945 a@amandemen ketiga “Presiden dan
Wakil Presiden “dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
Sedangkan pasal 222 Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakit=Rresiden” menyebutkan.mengenaidsistem pemilihan
umum yang berlaku yang“disebut idengan Presidential Thieshold dalamehal ini
penulis akan/ membahas lebih dalam mengenal elemetalat, sistem pemilihan
umum tessebudy

Adanya keinginan untuk membangun pémerintahany prestdensial yang
efektif atatrstabil pun kemudian mendarong dibentuknya desaingelembagaan baru
melalui\ pembesaran ketentuan ambang—batas pencalonan PreSiden atau sering
disebut PxesicentialsThreshold: Namun nyatanyaptujuansicdealtyang dikemukakan
tersebut ternyata‘tidak tercapal. Penerapan sistem multipartai,dalarm pemerintahan
presidenstal memang sudah dirasakan kurang dapat mendorong stabilitas
pemerintahan. APeriode pemeriniahan SBY. pada pemilu tahun 2009 misainya,
terdapat koalisi partai politik yang jumilahnya lebih 20% tetapi pada kenyatannya
tidak menjamin soliditas lembaga eksekutif-dan legislatif. Pada pemilu Presiden
dan Wakil Presiden tahun 2009, pasangan calon yang unggul saat itu, Susilo
Bambang Yudhoyono dan Boediono yang diusung oleh Partai Demokrat, PKS,
PAN, PPP, dan PKB memperoleh presentasi kursi DPR hasil pemilu legislatif
sebesar 56,56 %.°

®Fawzi Ali, Akbar Rasfanjani, and Tri Suhendra Arbani, “Problematika Sistem Presidential
Threshold Dalam Perspektif Sistem Presidensial di Indonesia,” Alauddin Law Development Journal
5, no. 1 (2023), h. 24-32, journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/20297.
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Adapun dalam sejarah peradaban Islam, yang memegang sistem khilafah,
terdapat satu elemen sistem pemilihan khilafah yang pernah dianut pada masa
kekhilafahan ‘Umar bin al-Khattab yang menjadi hasil ijtihad beliau. Ketika Umar
menjabat khalifah, ia menata sistem peiaerintahannya dengan memberikan keadilan
dan kejujuran kepada masyarakat serta meletakkan dasar-dasar negara bersifat
demokratis. Karena Umar | berang@apan bahwa rakyat/ mempunyai hak atau
kesempatan untuk campur tanganidi dalam pemerintahan.’® Hal ini dibuktikan
bahwa pemerintahan , di” pawal, kepemimpinan /Umar dilandasi prinsip-prinip
musyawarah.  Untuk™ “melaksanakan = prinsip"“.piUsyawarah  itu_«“dalam
pemerintahannya, Umar senantiasa melibatkan dan mengumpulkan para sahabat
yang terpandang dan Utama dalam - memutuskan sesuatw-bagi kepentingan
masyarakat, Sedangkan para sahabat itu:mereka mefupakan bhagian<ari rakyat yang
berada <di“bawah kepemimpinan Umar. 'Umar menempatkas mereka dalam
kedudukan yang lebih tinggi dari semua-pejabat negara lainnyagKarena pemikiran
dan_ pewdapal’ merekamssangat™ menentukan wbagimsperkembéngan kehidupan
kenegaraan damgpemerintahan.**

Berdasarkandatar belakang yang penulis telah kemukakan, maka dalam hal
i penulis ingin' membandingkan-duafensmena sistem pemilinan pemimpin, yakni
antara sistem pemilihan umum<yang<berlaku di Indonesia “disebut sebagai
Presidential Threshold dengan sistem yang berlaku pada masa kekhilafahan ‘Umar
bin al-Khattab dikenal sebagai ijtihad ‘Umar bin al-Khattab dalam pemilihan -
khalifah ditinjau dari persamaan dan perbedaan yang penulis beri judul “Studi
Komparatif Sistem Pemilihan Umum Presidential Threshold di Indonesia dan

ljtihad Pemilihan Khalifah Oleh ‘Umar bin al-Khattab”.

Salman Intan, “Kekhalifahan Umar Ibn Khattab,” Jurnal Rihlah 5, no. 2 (2017): h. 137—
151, journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/4167.

110gi Habibi and Syariat Islam, “Sistem Demokrasi dan Kekhilafaan Dalam Syariat Islam,”
Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 3, no. 3 (2019), h. 69, doi.org/10.52266/sangaji.v3i1.427.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis
merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Presidéntial Threshold pada sistem pemilihan umum
di Indonesia?

2. Bagaimanaijtihad ‘Umar bin al-Khattab dalam gemilihan khalifah pada
Zamannya?

3. Bagaimana petbandingay, ‘antaras swstem/ pemmihan @amum Presidential
Threshold @i imglonesia dan ijtihad pemilihanckialifah oleh “Umar bin al-
Khat{ab?

C. Pengertian*Judul

Agar-tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikaa dan memahami
penelitianny, maka penulis terlebir-dahutu-akan mengemukakandan,menjelaskan
dari.pengertian juduinyangsmenjadirtopik pembahasan-daiam (masalah_ini yaitu
“Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Presidential Threshold di
Indonesia dan ljtihad Pemilihan Khalifah Oleh ‘Umar bin al-Khattab”. Dari

judul tersebut penulis memberikan pengertian sebagal berikut:

1. Studi Komparatif
Studi komparatif memiliki dua susunan suku kata; yang terdiri dari “studi”
dan “komparatif’. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata “studi” ialah
sebuah kajian, penelitian, maupun analisis.*? Sedangkan arti kata “komparatif”

yaitu membandingkan.'® Pada penelitian komparatif ini biasanya digunakan dalam

2Pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1.377.
13pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 743.
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perbandingan pada persamaan ataupun perbedaan dari sebuah fakta maupun sifat
obyek penelitian yang didasarkan pada kerangka penelitian.

Menurut Putra Perdana dan Anisa Fitria Utami mengatakan bahwa studi
komparatif merupakan jenis penilitiaingyang bertujuan untuk mengetahui dan atau
menguji beda dua atau [ebih objek ‘penelitian, Perbandingan variabel (objek
penilitian), antara subjek dengan time differences yang bervariasi atau beda antara
subjek @apat dilaktukan dengan cara ini; yaitu dengan mengkomparasikan per
variabel yang diuji. Penelitian/ini“dapat (nfembandingkan antar temuan yang
kemudian ditarik/ke konkhsi atau konsep baru. MelalujKomparasi, penelitian akan
data menajamkan‘beda antar objek yang diteliti terfatap”objek lain sebagai
pembandingnya:* Olehnyadapat disimpulkanbalawa, studikemparatif merupakan
kegiatan peniitian dengan membandingkan statustdua fenomenea<atau lebih yang
ditinjau=dart-persamaan dan [perbedaan yang ada. Maka yanrg menjadi fokus
penelitian“oleh penulis adalah| yang- berkenaan dengan studigkemparatif antara
presidentialy tiresholdwpadassistem pemilinansumumsdi~ Indanesia dan ijtihad

pemilihan khalifah oleh “Umar bin al-Khattab.

2 Sistem
Sistem‘adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling
bekerja sama untuk/mencapal peberapa:itjuan. Selain itu pengertian yang lain
sistem terdiri darinsur-unsur dan masukan (input), pengolahan (processing), serta
keluaran (output). Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan

sebagai kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang

14Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, Buku Metode Penelitian Praktis (Sidoarjo:
Zifatama Jawara, 2018), h. 132.

Putra Perdana and Anisa Fitria Utami, “Studi Komparatif Ekonomi Kreatif Di Dunia (
Komparasi Antara Cool Wave ( Jepang ), Korean Wave ‘ Hallyu * ( Korea Selatan ), Dan Creative
Europe ( Uni Eropa ),” Ar Rehla 2, no. 1 (2022), h. 72-92, doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i1.5510.

Xvii



terorganisasi, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Sistem
didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pemprosesan informasi.®
Jeperson Hutahean dalam bukunya yang berjudul “Konsep Sistem
Informasi” mengutip beberapa pemdapat ahli mengenai pengertian sistem.
Diantaranya menurut Dr. Ir. Harijono Djojodiharjo suatu sistem adalah sekumpulan
objek yang mencakup hubungan fungsional antara tiap-tiap objek dan hubungan
antara ciri tiap objek, dan yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan
secara fungsional. Sedangkan-menurut Lani Stdharia-sistem adalah himpunan dari
bagian-bagian yang satig’ berhubungan yang secara. bersama mencapaistujuan-
tujuan yang sama, ¥"Olehnya cakupan penelitian dalam peautisén ini‘adalah sebatas

pada sistem pemilihan umumsyang berfaku ditndonesia.

3. Pemithan,Umum

Fajturrahman. Jurdi dalam bukunya | yang berjudul “Rengantar Hukui
Pemilihan Uwaum” mengemuk akan-bahwrapemilihanumuim adalaliproses memilih
ofang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihansumum rmerupakan
salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif, (tidak memaksa)
dengan melakukanfkegiatan retorika, public relations, kemunikasi massa, lobby,
dan lain-lain.Pemilihan umum secara’konseptual merupakan-sarana implementasi
kedaulatan rakyat. /Melalui pemilthan’ tumum legitimasi kekuasaan rakyat
diimplementasikan melalui “penyerahan” [sebagian kekuasaan dan hak mereka
kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme
tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan

kepada pemerintah. Di samping pengertian tersebut, Fajlurrahman Jurdi

®Hamdi Agustin, “Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam,” Jurnal
Tabarru’:  Islamic ~ Banking  and  Finance 1, no. 1 (2018): h. 63-70.
doi.org/10.25299/jth.2018.vol1(1).2045.

"Jeperson Hutahean, Konsep Sistem Informasi (Yogyakarta: Grup penerbitan CV BUDI
UTAMA, 2018), h. 2.
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melanjutkan dengan menyebutkan pengertian Pemilihan Umum menurut para ahli,
salah satunya menurut Syamsuddin Haris pemilihan umum dapat dikatakan sebagai
sebuah aktivitas politik di mana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus
juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan
perwakilan. Itulah sebabnya semakin demokratis suatu pemilu berjalan menurut
sistem hukum yang berlaku, maka pemerintahan yang terbentuk juga akan
menghargai demokrasi.'® Setelah menggtahui pengertian tersebut secara umum,
maka penulis.akan mencobaberfokus pada pembahasan mengenai pemilinan umum

yang berlaku di Indongse:

4. Presideqtial Threshold
Presidential sthreshald adalah pengaturan jumlah mintatad, perolehaaskorsi
(seat) ata® jyrolahsminimal suara partai‘politik (ballot) yang hartis-dipenuhi setiap
partal politik atau.gabungan partai politik untuk mendapatkan iak- konstitusicnal
berupa mensalonkaasPresiden dan-Waki-Presiden **uSekilas ¥entang pengertian
presidentiad thieshold maka penulis dalam penelitian ini akan bekfokus menelusuri

lebih dalam yang berkenaan dengan presidential threshold.

5. Ijtihad
Ijtihad dalam hahasa beratti mengerdikan segenap usahaydan mengerahkan
seluruhdkemampuan‘dalam melekdkan sesuatu. Sedangkan dalam terminologi para
ahli fikih, ijtihad secara khusus berarti";mengerahkan® segenap usaha dalam
memahami hukum-hukum syariat.?® Abd Wafi Has berpendapat bahwa ijtihad
dapat dilihat dari dua segi baik etimologi maupun terminologi. ljtihad secara

etiomologi memiliki pengertian pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan

BFajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum (Kencana, 2018), h. 1-4.

19Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan
dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM, 2009), h. 32.

20¢ Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah, Rauddtu al-Nazir wa Jannatu al-Munazir (Cet. II;
Muassasatu al-Rayan, 1423 H/2002 M), h. 333.
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sesuatu yang sulit. Sedangkan secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran
untuk mendapatkan sesuatu terdekat pada kitabullah (syara) dan sunnah rasul atau
yang lainnya untuk memperoleh nash, agar maksud dan tujuan umum dari hikmah
Syariah yang terkenal dengan maslahat.?* Berangkat dari dua segi aspek inilah

penulis akan berfokus pada penelitian lebih dalam mengenai ijtihad.

6. ‘Umar bin al-Khattab

Nama lengkapnya adalah Umar bin Al-Khagah bin Nufail bin Abd Al-
‘Uzza bin Rabah bin Abdulalalibin Qurth'bm.Razah bin-Adiy bin Ka’ab bin Lu’ay
piniGhalib Al-QurasynAl--Adawi. Nasab Umar berteifiu defigan nasab Rasulullah
Saw. pada Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib. [a biaga dipanggthxbuHafsh dan digelari
Al-Faruq)\ karena menampakkan [Islam ketika®di Makkah, ~maka AllahsSwt.
memisahKan” dengan_Umar antara kekufuran dan keimanan*Z«Terkait tahun
kelahiramHymar bia.al-Khattab para Ulama berbeda pendapat. Waaten, mayoritas
ulama mengatakan iaslahir di Makkah pada‘tahun 23sHijriah, ‘duz belas atau tiga
belas tanurdlenin muda dari Rasulullah Saw. 1a berasal dari keturunan Baii, Adi,
salah satu sukuyang sangat terpandang dan berkedudukan tinggidi kalangan orang-
orang”Quraisy.?® Penulis akan berfokus pada bentukyijtinad beliau, terhadap

pemilihan khalifah pada masa pemerintahannya.
7. Khalifah
Dalam Islam pengertian tentang //alifah secara global adalah seorang

pemimpin di bumi, atau bisa diartikan bahwa khalifak adalah seorang pemimpin

umat manusia di seluruh penjuru dunia. Ada beberapa pengertian yang dimaksud

21Abd Wafi Has, “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam”, Jurnal Episteme
8, no. 1(2013), h. 92, www.neliti.com/publications/62392/ijtihad-sebagai-alat-pemecahan-masalah-
umat-islam .

2ZAli Muhammad Ash-Shalabi, Biografi Umar Bin Al-Khattab (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2008), h. 14.

ZAbdul Syukur Al-Azizi, Umar Bin Khattab R.A. (Cet. I; Yogyakarta: DIVA Press, 2021),
h. 18-19.
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oleh Al-Qur’an dengan kata khalifah, diantaranya dalam hal kedudukan manusia,
makna dari khalifah adalah sebagai pengganti. Maksudnya adalah suatu kaum yang
saling menggantikan abad demi abad dan generasi demi generasi dalam proses
kepemimpinan.?* Dengan demikian, menurut Ali Rif’an dan Akhmad Said makna
khalifah dalam Al-Qur’an mempunyai beberapa/implikasi yaitu adanya hubungan
antara manusia dengan alam atau hubungan manusia dengan sesamanya, bukan
merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, ataw antara tuan
dengan hambanya, tetapi‘hubuagan kebersamaan dalam ketundukkan kepada Allah
Swt.?® Berkenaan ,dengan’ kepemimpinan, khalifoh,. akan <menjadi objek™fokus

penelitian pada penttisan ink
DinkKajian Rustaka

1. Referensi Penelitian

a. Kitab" Tarikh al-Khulafa al-Réasvidin-al-Futihat wa al-Injasat\al-Siyasah.?®
Kitah inidituiisrolenriviuhammad Suhails FagasymPembahdsan| yang tertuang
dalam kital™ i adalah pengaturan pemerintahan [slam_ pada empat masa
kekhtlafahan salah satunya yaitu pemilihan atau, pengangkatan khalifah.
Penulis akan menjabarkan yang berkaitan dengan ijtihad *Umar bin al-Khattab
dalama‘pemilihan&halifah.

b. Kitab al-Syird /it al-Syari’ati al-Islamiyyah.?” Kitahiini ditulis oleh Al-Qadi

Husain ibnéMuhammad Al-Mahdi. Termuat di dalamnya penjelasan tentang

%Tbnu Katsir Al-Qursy1 Al-Basri, Tafsir Al-Qur’an Al- ‘azim (Dar Tayyibah li Al-Nasyr wa
Al-Tauzi’, 1420 H), h. 216.

B Ali Rif'an dan Akhmad Said, “Relevansi Makna Kata "khalifah " Dalam Kepemimpinan
Pendidikan Islam: Kajian Tafsir Tematik,” Piwulang 5, no. 1 (2022), h. 101,
dx.doi.org/10.32478/piwulang.v5i1.1171.

ZMuhammad Suhail Taqusy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futithat wa al-Injazat al-
Siyasah (Cet. I; Dar al-Nafais, 1424 H/2003 M).

Z'Al-Qadi Husain ibn Muhammad Al-Mahdi, al-Syiira fi al-Syari’ati al-Islamiyyah
(Maktabatu al-Mahami, 1432 H).
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hakikat dan urgensi dari musyawarah khususnya pada pemilihan pemimpin.
Penulis memandang penting untuk menuangkannya dalam penelitian ini
dikarenakan hal tersebut merupakan penjabaran dari ijtihad ‘Umar bin al-
Khattab dalam pemilihan khalifai, yang akan dijelaskan oleh penulis dalam
penelitian ini.

Kitab al-dhkan al-Sultdaniyyah li al-Mawardr.?® Kitab ini ditulis oleh Abi al-
Hasan ‘Alt ibn Muhammad al-BasrT al-Bagdadi. Kitab ini membahas mengenai
proses-pioses hukum ;jkekuasaan”yang berlaku.dalam Islam. Tertuang di
dalamnya penjelasan ' mengenai konsep pemilhafpémimapin dalam Islam serta
syarat-syaratqaya, yang “penulis menganggap ada-relevansi dengan proses
pemilinanskialifah padazaman “‘Umar bimpalcKhattab danhubungan kolerasi
dengan_proses pemifihan Presiden yang berlaku di IndoneSia.

Kitab=Asru al-Khilafah al-Rasyiddh. ° Kitab ini ditulis olef=-Akram ibn Diya’
al-*Amry. Dalam Kitab ini termuai—pembahasan secara @pesifik mengenai
konsepglan prasesiperaiihan kepemimpinanviaiifairdari ‘Utar|bin al-Khattab
kepada Utsman bin ‘Affan. Penulis akan menjelaskan konsep peralihan
kepemimpinan khalifah sebagaimana yang terkandung dalam Kigiab ini, serta
kemudiansakan mengkompatasikatr<dengan sistem Presidential Threshold
yang.dianut di Indonesia.

Buku berjuduk’Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Wmum Serentak Yang Berkeadilan.®® Buku iniditulis oleh Widayati.
Dalam buku ini terkandung penjelasan mengenai sejarah dan konsep

Presidential Threshold itu sendiri. Penulis akan menjelaskan konsep

ZAbi al-Hasan ‘All ibn Muhammad al-Basr1 al-Bagdadi, al-dhkam al-Sultaniyyah li al-

Mawardr (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1431 H).

ZAkram ibn Diya’ al-‘Amry, ‘Asru al-Khilafah al-Rasyidah (Maktabatu al-Abikan: al-

Riyad, 1430 H/2009 M).

%0Widayati, Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Serentak Yang Berkeadilan (Cet. I; Semarang: Unissula Press, 2019).
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Presidential Threshold sebagaimana yang terkandung dalam buku ini, serta
akan mengkomparasikan dengan konsep peralihan kepemimpinan khalifah

pada zaman ‘Umar bin al-Khattab.

2. Penelitian Terdahulu

Jurnal berjudul “Analisis Yuridis: Penerapan Presidential Threshold Pada
Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep [Negara Démokrasi” ! yang ditulis
oleh Putri Kemala Sari. Penelitian int mesyimpulkan bahwa setiap keputusan
yang dikeluarkap, tigdak “boleh hanya-gidasarkan pada legitimasi suara
terbanyak, imelaikan dengan harus mendengarkan” dan mengindahkan
penghoimaian-atau.pemenuhan hak minoritas dalanmkgnSep: negara demokrasi
yangmeaganut prinsip=prinsip demokrasi. Sementara pengis-akan menyajikan
dari_Segf, komparasi antara sistem. presidential thireshotd” yang berlaku di
Indonesia dengan.djtihad | {Umar [bin aliKhattab. dilibat dariOrinsip-prinsip
demokias].

Skripst’ berjudul “Relevansi Pemikiran Abu A'le Al-Maududi fMerhadap
Penerapan Sistem Presidential Threshold di Indonesia“(Analisis UU No. 7
Fahun 2017) 22 vang ditulis oleh Eva Puspita Sujatmiko. Dalam penelitiannya
menyimpalkan bahwa Abu Al Aa“Al-Maududi mendasari pemikirannya
terkait pengangkatan kepala-negaradengan mengacu pada pemilihan khalifah,
ia tidak membatasi dengan satu konsep tetap, melainkan dengan membebaskan
kepada kaum muslimin dengan berbagai cara yang sesuai dengan keadaan dan
situasi. Sementara penulisiakan menyajikan dari segi komparasi antara sistem

presidential threshold dengan ijtihad ‘Umar bin al-Khattab.

31putri Kemala Sari, “Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di

Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi”, Jurnal Magasidi 3, no. 2 (2023),
doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2074 .

32Eva Puspita Sujatmiko, “Relevansi Pemikiran Abu A’la Al-Maududi Terhadap Penerapan

Sistem Presidential Threshold di Indonesia (Analisis UU No. 7 Tahun 2017)", Skripsi (Medan: Fak.
Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2019).
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c. Jurnal berjudul “Rekronstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Sistem
Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold
Indonesia dan Brazil) ”*® yang ditulis oleh Sinta Devi Ambarwati, M. Roziq
Saifullah dan Stella M.S. Aritoiang. Dalam penelitian ini menyimpulkan
bahwa kombinasi sistem Presidential Threshold menuai problematika adanya
multitafsir. Ymplikasi akibat ketentuan tersebut adalah inkonstitusional
karena mengesampingkan haks politik sebagian apggota masyarakattertentu,
polarisasi kepentingag“palitik ‘sehingga menurunkan kohesi sosial, serta
menurunkary , Képereayaan publik terhadap. Presiden yang menjabat.
Terdapat beharapa kelebihan! dalam sistem Presidentiad | hreshold, sehingga
menghaptiskan bukan mertpakan jalan satu-satunya. Semeniara, penulis akan
menyajikan dari segirkomparasi antara sistem presidential threshold dengan
ijtikad="tmar bin al-Khattab.

d. Jurgal kerjudul “Problematikae—Presidential Threshold: Rittwusan Mahkamah
Konstitusi" demwiPengaiaman di~Negara Lain'>*wyang ‘dittlis oleh Abdul
Ghoftfar. _ivlenyimpulkan bahwa negara-negara yang. mefganut sistem
presidensil, seperti Amerika dan Brazil ambang baias tidak dikenal. Mereka
menerapkan sistem terbuka pencalotartanpa dipersyaratkan dukungan. Meski
demikian, sistem pemerintaban mereka’ tergolong stabil. Sementara dalam
penelitian ini/ penulis akah' menyajikan dari segi ‘komparasi antara sistem

presidential threshold dengan ijtihad ‘Umar bin al- Khattab.

33Sinta Devi Ambarwati, dkk., “Rekonstruksi Sistem Presidential Threshold Dalam Sistem
Pemilu di Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Presidential Threshold Indonesia Dan Brazil)”,
Jurnal Hukum Lex Generalis 1, no. 5 (2020), doi.org/10.56370/jhlg.v1i5.213.

34Abdul Ghoffar, “Problematika Presidential Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi
dan Pengalaman di Negara Lain,” Jurnal Konstitusi 15, no. 3 (2018), doi.org/10.31078/jk1532.
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e. Skripsi berjudul “Studi Pola Kepemimpinan ‘Umar bin al-Khattab
Relevansinya Dengan Hukum Indonesia”*® yang ditulis oleh Slamet Wiyanto.
Dalam penelitiannya menyimpulkan pola kepemimpinan Umar ditunjukan
dengan selarasnya pemikiran danskebijakan Umar saat pemerintahannya yang
mampu  mengikuti ‘perkembangan zaman agar terciptanya sebuah
kemaslahatan. Olehnya, 'sangat relevan jika diterapkan‘pada penegakan hokum
di dndonesia saat ini. Berbeda dalam penelitian ini yang 4penulis akan
mengkamparasikan antara.sistem presidential threshold deagan ijtihad ‘Umar
bin al-Khattab,

f. Jurnal berjudul “Proses, Peralihan Kekuasaan dan Kebijaksanaan Dalam
Pemerintatian al-Khulafa al-Rasyidin % yang ditulis olehKadenun. Di antaia
kesimpulan dari penglitian adalah-bahwa kekuasaan Islam yang demikian besar
akhinya-~mengilhami Umar membuat berbagai reformasi g berbagai bidang
yang balum dikenal di masa-masa sebelumnya. Seperti lagdasan, politik yang
ditevapkar Umaradalahdasar=dasardemokrasiberupapembentikan dua badan
penasehat (Syura) yang mencakup sidang umum dan, khusus. Sementara
penulis akan menyajikan dari segi komparasi antara sistemppresidential
threshold ang herlaku di fodonesia dengan ijtihad “BUmar bin al-Khattab
dilihat dari prinsip-prinsip demokrasi.

g. Jurnal berjudul ‘Transisi Kepemimpinan Dalam Isiam: Analisis Terhadap
Cara Pemilihan al-Khulafa al-Rasyidin 3" yang ditulis‘eleh Indra Fauzan dan

Nidzam Sulaimar. Disimpulkan bahwa pemilihan para al-Khulafa al-Rasyidin

%Slamet Wiyanto, “Studi Pola Kepemimpinan Umar Bin Khattab Relevansinya Dengan
Hukum Indonesia", Skripsi (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2018).

36] A I Sunan, and Giri Ponorogo, “Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijaksanaan Dalam
Pemerintahan Khulafaurasyidin,  Jurnal  Studi Islam 1, no. 2  (2021),
doi.org/10.37680/almikraj.v1i2.747.

3Indra Fauzan dan Nidzam Sulaiman, “Transisi Kepimpinan Dalam Islam: Analisis
Terhadap Cara Pemilihan Khulafa Al-Rasyidin”, Jurnal Hadhari 11, no. 2 (2019),
core.ac.uk/download/pdf/287728241.pdf.
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tampak jelas bahwa Islam selalunya mendahulukan musyawarah dalam
penentuan pemimpin mereka atau dikenali dengan syura. Mereka juga
mendapat sokongan ramai dengan cara bai’ah yang diberikan. Dan pada
perkembangannya mekanisme teisebut disebut dengan sistem syura dan
terhimpun dalam al-Ahli wal [agdi. Maka dalam hal ini penulis akan
menyajikan dari segi komparasi antara sistem syura yang berlaku dalam ijtihad

Umar dengan sistem presidential threshold yang bgrlaku di Indgnesia.
E. Metodologt Penglitiaa

1. Jenis Pénelitian
Penchtian yang difaksanakan tergolongidalam jenis penehitian kepustakaan
(library résearch) sehingga metode yang dilakukant@adalah studipustaka. Penelitian
kepustakaan—adalah penelitian [dengdn’ cara i/mengumpulkan igformasi dan data
dengan\bantuan berbagai macam'material-yang ada di perpustekaarseperti buku
referensiahasi|” penelitianssebelumnya yang sejenispartikel;catatan,| serta berbagai

jurnalberkaitandengan masalah yang ingin dipecahkan. *°

2¢"Metode Pendekatan
Dalampenelitian ini ménggunakan metode pendekatan yuridis normatif
yang bermakna yaitu/penelitian htikum yang.dilakukan dengan carameneliti bahan
pustaka atau data sekunder scbagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara
mengadakan penulusuran terhadap peraturan-peraturan dan fiteratur-literatur yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.®® Selain itu, pendekatan penelitian

yang digunakan juga yakni pendekatan perbandingan (Comparative Approach).

38Milya Sari dan Asmendri Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam
Penelitian ~ Pendidikan ~ IPA,”  Natural Science 6, no. 1 (2020): h. 44,
gjournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555.

%pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, Pedoman
Penulisan Karya Tulis IImiah (KTI) STIBA Makassar (Makassar: P3M, 2023), h. 30.
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Dalam hal ini perbandingan yang dimaksud adalah kegiatan untuk membandingkan
sistem antara kedua varibel yang diteliti, yaitu sitem Pemilihan Umum yang
berjalan di Indonesia dengan sistem Pemilihan Khalifah yang berlaku pada zaman

‘Umar bin al-Khattab.

3. Data Penelitian
Dalam penelitian ini data penelitian yang digunakan adalah terdiri dari cara
memperaleh, waktu, dan sumbeg dengan penjelasan sebagai berikute°

a. Menurut cara memperolelinya, penelitian-ini termasuk dalam data sekunder
yang diperolelr segara tidak langsung. Data Sekufider biasanya diperoleh dari
tangankeduaarbaik dari objek secara individual (responteényimaupun dari suatu
badah «(iastansi), yangdengan sengaja melakukan penguimpulan datasdari
instansiEinstansi._atau badan laifnya untuk keperluan penelivian dari para
pengguma.

b. Sedangkan meaurut waktunya;~penetitian ini“tergelong“dalam data panel
(pooied data). Data panel (pooled data) adalah™ datagyang mesupakan
gabungan: Dikatakan sebagai data gabungan karena teridiri atas objek atau
variabel yang_.erbeda dalam periade waktu yang berbeda.

c. Adapun menurut sumbernya, tlata yang digunakan adalah,data internal. Data
internal adalah/data yang “dikumputkan oleh unit Kkerja “tertentu dalam

lingkungannya dalam keperluan sendiri.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data Penelitian
Pada penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini, maka untuk teknik
analisa dan interpretasi data yang digunakan adalah metode komparatif. Metode

komparatif merupakan metode yang menggunakan secara bersamaan antara metode

“0pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, Pedoman
Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar, h. 31.
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deduktif yaitu hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian menuju
kesimpulan secara khusus dan induktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat

umum dari kasus-kasus individual.*!

F. Tujuan dan Kegunaa
1. Tujuan henda’*apai eh penelitian ini terhadap masalah yang akan
ikaji adala
-
engetahui ata he lisi n Presidential Threshold pada
. IN/ Ty
pemilihan urmpu . A
N ) ik s B A !
. n{md@& ataw. men UW"&]_ (tab dalam
i lifah. ‘g'/
perbandingan ant@en‘mn

n meng
hres ia dengan ijtihad -pem{lihan khalifah

I _ Q I
ol%r b al-Khattab. \
9 W . .. v

a
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\ v
4Keg'una n i arﬁﬁmngem

wa pengetahuan serta Aagaéar%terhada ra pelaj masyarakat

\

nal

X

C.

X0 XX
X (X

dalam ilm getahuan s ilmu keislamaan secara k S.

b. Kegu praktis sebagai wahana pembangunan masyara an agama tidak
lupa untuk ba an neg aitannya de sistem pemilihan umum

yang berjalafi di | ndonesia saat ini dan sistem pemilihan¥#alifah yang berjalan

kala itu.

“lpysat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STIBA Makassar, Pedoman
Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar, h. 36.
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BAB 11
TINJAUAN UMUM MENGENAI PRESIDENTIAL THRESHOLD

A. Definisi dan Sejarah Kebijakan Presidential Threshold di Indonesia

1. Definisi Presidential Threshold

Presidential Threshald adalah ambang /batas perolehan suara yang harus
diperoleh oleh partai politik ‘dalam/pemilihan“umum sebagai syarat untuk dapat
mengajukan,calon presiden.dan wakil presiden,

Presidential hresheld ‘merupakan istilahberasaldari bahasa Inggris yang
memiliks, dua katagyakni “mresidéntial” 'dan “threshold.y S€eara etimologi, kata
“presidengat~gapat diartikan atau memiliki makna yang bérarti“berkaitan dengan
presiden \atau kepresidenan. Sementara kata “thweshold” depat \diartikan atau
memiliki.makna yang secara sederhana dapat.dipahami sebagai-armbang batas atau
ambang dari-permulaan.’

Thresheold dipahami sebagal sistem perwakilan propessional, angka dan
proporsi*minimum-dari jumlah pemilih untuk menjadi perwakilan-atau utusan-di
parlemeng Istilah theeshold juga diistilahkan dengan. minimumubarrier (batas
minimum).  Sering digunakan_ “untuk “mengatur ambang batas parlemen
(parliamentary threshold) dan ambang-batas pencalonan presiden untuk bisa ikut
pemilu‘(Presidential Threshold):?

Threshold juga memiliki-makna yaitu-tingkat minimal dukungan yang harus
diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas minimal tersebut

biasanya diwujudkan dalam persentase dari hasil pemilihan umum. Perlu juga

Ni’matul Huda, dkk., Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 90.

2Aji Baskoro, “Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Maslahah Mursalah,”
Legislatif 2, no. 2 (2019), h. 42. doi.org/10.20956/j1.v2i2.10218.

3Siti Zahrotul Rofi’ah, “Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Treshold,”
Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Fak. Syari’ah dan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata
Negara, 2018), h. 99, core.ac.uk/download/pdf/160611606.
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dicatat bahwa semakin tinggi threshold semakin rendah tingkat representasi
pemilih.*

Pada pengaplikasian pemilihan umum, ide legal threshold berkembang
dalam penggunannya. Legal threshoid, tidak hanya dimaksudkan sebagai batas
minimal dukungan yang harus diperaleh partai untuk mendapatkan perwakilan di
parlemen yang disebut dengan parliamentary threshold, namun juga berkembang
menjadi,batas minimal yang harus diperoleh partai sebagai syarat untuk dapat
terlibat dalam pemilihan it periode berikutnya.2

Dalam pengertian~secara terminologi, PrestaeptiatJhreshold mertipakan
ambang batas perolehan kursidan suara minimal partai pglitika{au gabungan partai
politik dalam-pemilihan umum legislatif agaridapat mengajukan pasangan calen
presiden dan.wakil presiden.®

Sigit—Pamungkas mengatakan bahwa Presidential dshreshold adalah
pengaturan tingkat ambang batas-dukungan dari DER, baik dafam, bentuk jumlah
peroleham suara (baliot)ratausgjumiahrperolehanskursix(seat) yang harus,diperoleh
partai politik peserta pemilu agar dapat mencalonkan Presiden dari partai politik
tersebut” atau dengan gabungan  partai politik.” Secara yuridiswPresidential
Threshold tertuang dalam Pasal 222 :Jndang-Undang Nomor.7 Tahun 2017, yang
berbunyi.<*Pasangan/calon diusutkanioletyPartai Politik atau Gabungan Partai
Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit

20% (dua puluh‘persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh

4Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu (Yogyakarta: Megatama, 2009), h. 30.

SSigit Pamungkas, Perihal Pemilu, h. 32-33.

 Abdurrohman, “Presidential Threshold Dalam Pemilu di Indonesia , Perspektif Imam Al-
Mawardy,”  Tesis  (Surabaya: Pascasarjana UIN ~ Ampel, 2018), h. 64,
core.ac.uk/download/pdf/154935106.

’Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, h. 19.
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lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR
sebelumnya”.®

Dalam penilaian Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No. 3/PUU-
V11/2009, penerapan Presidential Threshold merupakan kebijakan yang demokratis
karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden. ' Presidential Thpeshold dianggap tidak
bertentangan dengan, UUD NRI tahun 2945 karena tidak menegasikan prinsip
kedaulatan rakyat, dan bet lgku.untuk semua partai pelitik yang berarti tidak bersifat
diskriminatif. Namunseswai dengan prinsip demokrasi,~Ryesidential Threshold
tidak Dboleh | merugikan kelompok masyarakat tertentu/Agrutema minoritas.
Penentua® Prestdential Threshold [harus memperhatikan keragaman masyarakat
yang tercarmin dalam aspirasi politik.?

Rresrdential - Threshold || merupakan | ketentuan targbahan mengenai
pengaturan tentang syarat pencalonan: presiden dan wakil presiden, Dengan secara
tektualis-gipahamipbahwardenganadanyapasal tersebut-membeérikan ruang terbuka
kepada semua_partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil
presiden. Partai pohtik merupakan- pilar demokrasi»dan penghubung antara
pemerintahan peégara dengan warga riegatanya. Syarat ambang batas dinilal oleh
beberapa kalangan sebagai penguatan dasi-sistem presidensial di tadonesia. *°

Dasar pemikiran dari pemberlakuan. Presidential Threshold atau ambang
batas pencalonan presiden adalah bahwa dengan adanya ini akan meningkatkan

kualitas demokrasi dan memperkuat sistem presidensial. Jumlah calon presiden dan

8Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Jakarta, 2017), h. 147.

I Dewa Made and Putra Wijaya, “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Presiden
dan Wakil Presiden,” Kajian Hukum dan Keadilan, no. 42 (2014), h. 564,
download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php.

0Aji Baskoro, “Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Maslahah
Mursalah,” Legislatif 2, no. 2 (2019), h. 43, doi.org/10.20956/jl.v2i2.10218.



22

wakil presiden tidak akan banyak dan akan terbangun koalisi pendukung presiden
yang kuat melalui ambang batas pencalonan presiden ini. Serta menaikkan mutu
calon presiden dan wakil presiden karena harus melewati mekanisme pemilihan
partai politik.!!

Jika mengacu pada‘putusan Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai bahwa
penerapan Presidential Threshold dalam pemilihan umam presiden dan wakil
presiden, tidaklah “bertentangan [dengam konstitusi,/ demikian 4pula dengan
penghapusan, Presidential ;Thaceshold juga tidak bertentangan .dengan konstitusi.
Maka ada atau tidak agenya Presidential Threshote . dalama, pemilu presiden dan

wakil presiden Seslingguhnyaitetap konstitusional. *2

BiuSejarah KebijakanPresidential Threshold di Indenesia

Pemtihian Prestden daa’ WakilPresiden dalam sejarafr ketatanegaraan
Indonesia mengalami (perubahan, seiring 'perubahan Konstitusi atau Undang-
Undang, Dasa¥, Serta pergantian_pemerintahan. Begitu pula teatang Presidential
Threshold juga_amengalami perubahan dalam pengaturannyd;=seiring dengan
perubahan™ model pemilihan Presiden dan Wakil \Presiden “serta peraturan
perundang-undangan | yang herkaitan “dengannya. Pengaturan mengenai
Presidential Threshold dilakukan<sejak-Indanesia menerapkan pemilihan Presiden
dan Wakil Presiden‘secara langsung oleh rakyat.*®
a. Presidential Threshold Tahurt 2004

Presidential Threshold pertama kali 'dirumuskan dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

11Sri Warjiyati, “Urgensi Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak
di Indonesia,” Prosiding Nasional 1, no. 1 (2020), h. 183.

12 utfil Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019
Lutfil,” Jurnal Yuridis 4, no. 1 (2019), h. 20, doi.org/10.35586/.v4i1.124.

BWidayati, Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Serentak Yang Berkeadilan (Semarang, 2019), h. 31.
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Dalam pasal 5 ayat (4) UU itu menyatakan “pasangan calon presiden dan wakil
presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang
memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen dari
perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR”.}* Ketentuan ambang
batas tersebut merupakan yang pertama kali diterapkan di Indonesia pada pemilu
2004, bertepatan dengan pertama kalinya Indonesia melangsungkan pemilihan
presiden,secara langsung.

Menurut konstitdsp=4845, 'hasil “argantemen. ke-4, pemilihan pasangan
presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilin melatui/Majelis Permusyawaratan
Rakyat. “Konstitusi™ mengamanatkan pemilihan presiden/.dan wakil presiden
dilakukarolefirakyat secaradangsung melalutrmekanisme pemilu: Pada pemilu.iii
peserta peémilu tergantung pada jenis pemilunya. Untuk pemiluspresiden dan wakil
presiden.pesertanya adalah pasangan calon| yang mendapatkag-dukungan dalam
jumlahyertentu dari parpol.®

Sistein pemilunyangrdipakairuntuk memitinspresiden dan wakil _presiden
memakai prinsip'sistem pemilu dua putaran (Two Round Sysiem). Pada sistem ini
pasangan Calon yang mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20%
suara di setiap’ provinsi yang ‘fersebar Aeliin dari setengan, jumlah provinsi di
Indonesiadinyatakansebagai perenang:-Datam hal tidak ada pasangan calon yang
mencapai ketentuan di atas maka dilakukanpemilu tahap kedua.*®
b. Presidential Threshold Tahun 2009

Besaran Presidential Threshold berubah pada Pilpres tahun 2009. Hal ini
diikuti dengan berubahnya UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

14Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003 Tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Jakarta, 2003), h. 5.

Fernita Darwis, Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu (Bandung:
Alfabeta, 2011), h. 37-38.

%Fernita Darwis, Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu, h. 47.
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Presiden dan Wakil Presiden. Saat itu ambang batas naik 5 persen dari pilpres 2004
menjadi 20 persen. Dinyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan
perolehan kursi paling sedikit 20% (dua. puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau
memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari/suara sah nasional dalam Pemilu
anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.!’

Peserta pemilu presiden darfwakibpresiden pada tahun ini adalah pasangan
calon yang diajukan oleh ‘paital, politik. 'Rasangan-calon dapat diajukan secara
sendiri atau gabungan divantara partal politik yang“ada. Kesepakatan pengajuan
bersama pasangan‘calon harus dinyatakan secara tertulis®dengén bermaterai cukup
yang ditapdatangani olen pimpinan partai politik.atau gabungan-partai politik_dan
pasangan ¢€alan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yangrsudah diajukan
oleh paitaizpelitik atau gabungan partai palitik tidak boleh diajukan oleh partai
politik &tat '\gabungan partai palitikdainnya. '
c. Presidential Threshoidsiahun2014

Sedangkan besaran Presidential Threshold pada pemilihan presiden tahun
2014 juga tidak mengalami perubahan atau tetap mengacu pada Pasalg.UU Nomor
42 Tahun 20084Dengan dasar tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden
diajukan gleh partai politik yang-memiliki<sekurang-kurangnya 20,persen kursi di
DPR atau 25 persgh suara sah nasional dalam pemilihan legislatif. Olehnya, pada

pilpres tahun 2004, 2009, dan 2014, digunakan perolehan jumlah kursi DPR dan

suara sah nasional pada hasil pileg yang dilaksanakan sebelum pilpres tapi di tahun

"Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dengan (Jakarta, 2008), h. 8.
18Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, h. 210-211.
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yang sama. Pada ketiga gelaran pilpres itu, pileg dilaksanakan beberapa bulan
sebelum pilpres.*®

Pada tahun ini pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara
langsung oleh rakyat diselenggarakan untuk ketiga kalinya. Sebagaimana
pelaksanaan pemilu tahun 2009, pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada
tahun ini diselenggarakan pada waktu yang berbeda dengan pemilu untuk anggota
DPR, DPD dan DPRD. Begitu juga untuk persyaratam partai politik yang dapat
mengusung pasangan calopresiden dan wekit presiden adalahdpartai politik atau
gabungan partai/ politik “sesuai dengan ambang.Haiasvang telah disebutkan
sebelummnya.?’
d. Presidentrad™Fhreshold Fahun 2019

Seineatara pada pilpres tahun. 2019 juga tidak mengalami perubahan.
Ambang.batas yang digunakan [adalah perolehan jumlah kursi BPR\dan suara sah
nasional pada pemilu anggota DPR-periede sebelumnya yaknipiieg 2014. Hal ini
karena pelaksaan pilpresdanpileg dilaksanakanserentakipacta Al 2019.2 Namun
pada tahun ini terjadi perubahan pada dasar hukum yang berubah menjadi Undang-
Undang”Nomor 7 ahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasali222 UU itu
menyebutkan, “pasangan calon diusuikan’oleh partai politik atau gabungai partai
politik peserta pemilu yang memefuht,persyaratan perolehan kursi paling sedikit
20 persen dari jumiah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara

nasional pada pémilu anggota DPR sebelumnya’.??

Adjie Hari Setiawan, “Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017,” Japhtn-Han 2, no. 1 (2023), h. 176,
doi.org/10.55292/japhtnhan.v2il.64.

2\Widayati, Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Serentak Yang Berkeadilan, h. 69-70.

ZLAdjie Hari Setiawan, “Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 20177, h. 177.

22Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum (Jakarta, 2017), h. 147.
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Partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat hanya
boleh mengusulkan satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penentuan
calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka
sesuai dengan mekanisme internal paitai politik atau berdasarkan kesepakatan
antara partai politik pengusung jika yang mengusulkan pasangan calon Presiden
dan calon Wakil Presiden adalah gabungan partai politik,/dan kesepakatan antara
partai pelitik atau gabungan partai’ politik dengan pasangan calonsPresiden dan

calon Wakil'Presiden.®

C. Proe Kontra Rresidential Threshold

1. PefAdapat Pro
Ketentuan Presidential Threshold dirancan@ untuk “membangun sistem
presidensiltebih efektif. Threshold-atayambang batasyang ditujakan pada anggota
DPR, merupakan salah satu |linstrument ' untuk’' memperkuat “koalisi yang
memungKinkan presiden bisa —memiliki “otoritas lebih ~efektif., Penghapusan
Presidential Threshold atau ambang batas akan berdampak pdda=kepemimpinan
eksekutifyang tidak akan medapat dukungan dari lembaga legislatif.?*
Lutfil Aasori mengatakan bahwa apabila dikaji mendalam, ada beberapa
kelebihan dari penerapan Presidentiak Fhreshold dalam pemilu.2
a. Penerapan Presidential Threshold dalam pemilu dapat memuneulkan figur
presiden dan/wakil presiden’ yang kuat,~karena presiden dan wakil presiden
terpilih akan mendapat basis dukungan politik yang besar di parlemen, sehingga

pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan efektif dan stabil. Dalam derajat

BWidayati, Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Serentak Yang Berkeadilan, h. 74.

24Ni’matul Huda, dkk., Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas, h.
94-95.

BLutfil Ansori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019
Lutfil,” Jurnal Yuridis 4, no. 1 (2019), h. 21, doi.org/10.35586/.v4i1.124.
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tertentu, kondisi ini dapat memperkuat sistem presidensial yang dianut oleh
Indonesia.

b. Penerapan Presidential Threshold yang tetap tinggi memaksa partai politik atau
gabungan partai politik menyeleksixcalon presiden dan wakil presiden dengan
sungguh-sungguh, sehingga akan memunculkan presiden dan wakil presiden
yang berkualitas.

c. Penerapan Presidential Threshold akam melahirkan/oalisi untuks memperkuat
pelaksanaan pemerintajian.. sehingga eka™ membangun pemerintahan yang
efektif.

2. Pendapat&ontra
Terkati'persyaratan, Presidential Threshold beberapa-pihak mengajukan

permohonan_terhadap peraturan terbaru.pada Pasal 222 UU Nomer 7 Tahun 2017

tentang=Pemilihan Umum. [Permohonan | tersebut berisi teatang penolakan

Presidential, Threshold.®

a. Pemilihan vmumeyangrdiselenggarakanrsecarasbersamaan/serentak dirasa tidak
adil karena hanya partal politik yang lama saja yang dapatumengusung pasangan
calon presiden dan wakil presiden. Sementara parpol yang bartnberdiri tidak
diberikan hak mengusung pasangan caton presiden dan vwakil presiden.

b. Syarat Presidential Threshold’ dikatakan dapat menyandera presiden dan wakil
presiden sehingga akan melemahkan kekuasaan presiden dan wakil presiden.
Hal ini dikarenakan karena atlanya negosiasi tawar menawar dengan parpol yang
akan mengusungnya.

c. Partai politik yang merupakan pengusung pasangan yang mempunyai wakil di

DPR akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan presiden. Seharusnya

%\Widayati, Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Serentak Yang Berkeadilan, h. 82-84.
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kebijakan presiden sesuai dengan aspirasi masyarakat bukan keinginan partai

politik.

D. Konsep Pemilihan Presiden Pada Sistem Presidential Threshold di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang menganut/paham demokrasi, pada mulanya
rakyatlah yang ‘benar-benar. memerintah, yakal mengambil keputusan bersama
dalam satu majelis‘'yang diikuti oleli seluruh rakyat. Demokrasi yang berkembang
adalah demekrasi tidak langsung jatau, demokrasiy perwakilan. Balam demokrasi
perwakilan tetap berada @i tangan rakyat; nanitn petaksanaannya dilakukan dengan
cara perwakilan, Maka dari itu, saat ini dalam negara demokrasi selaluada lembaga
perwakilagrakyat yang diatur dalam Kenstitusi atad Undang-Uneang Dasar negara
yang bersangkutan.?’

Dalam " hal InTanggota/ badan atau\lembaga perwakuan rakyat dipilih
langsung faleh rakyat: melalui, pemilihan jumum. Penyelenggaraan pemilu
merupakankeniscayaan bagi negara demokrasi. Kedaulatan rakyat atau demokrasi
di Indonesia dilaksanakan dengan cara perwakilan yang beraiti rakyat akan memtlih
wakil-wakilnya yangsakan duduk dalam lembaga perwakilan rakyai. Wakil-wakil
iakyat itulah yang nanti akan memperjuangkan kepentinganrakyat dalam kebijakan
termasuk pemilihan pemimpin.?®

Pada hakikatnya pemilihan umum tmerupakan sistem penjaringan penjabat
publik yang bahyak digunakah oleh negara-negara di' dunia dengan sistem

pemerintahan yang demokratis. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau

2’Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem pemerintahan
Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain (Nusamedia, Bandung, 2007), h. 1

B\Widayati, Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Serentak Yang Berkeadilan, h. 1-2.
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mengklaim diri sebagai negara demokrasi, pemilu memang dianggap sebagai
lambang sekaligus tolak ukur utama dan pertama dari demokrasi.?®

Partai politik tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan pemilu. Partai
politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai hak untuk mencalonkan
anggota badan legislatif, yaitu anggota ' Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Povinsi dan anggota Dgwan Perwakilan Rakyat
Daerah#Kabupaten/Kota. Selain itu' juga berhak mencalonkan pasangan Presiden
dan Wakil“\Presiden.>® Pariai.politik harus**memenuhi sejumlah persyaratan.
Pertama, partai memitiki~kepengurusan lebih darf®seiengah jumlah prowinsi di
Indonesta. Kedua, ‘Setiap pravinsi partai memiliki kepergurusan sétengah jumlah
kabupategifkotar®

Kétentuan Presidential Threshold yang diatur pada Pasat 222 UU No.7
Tahun 2017~tentang Pemilihan | Umum adalah “Pasangan calen dijusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan| PRartai -Pelitik peserta pemily? yang memenuhi
persyaratan perolehankursipalingsedikit20% (duapuiuhpersen) dari jumlah kursi
DPR atau memgperolen 25% (dua puluh lima persen) dari stara sah Secara nasional
pada pefnilu anggota DPR sebelumnya”.*2 Ketentuan threshold dalamypelaksanaan
pemilu difungsikan untuk mergdarangr jumiah peserta pemilu misalnya jumlah
parpol yang duduk di lembaga petwakifar dan jumlah parpol dalam pencalonan

presiden dan wakil‘presiden.*

2Dhurorudin Mashad,. Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru (Jakarta:
Pustaka Cidesindo, 1999), h. 1.

%0Widayati, “Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Serentak Yang Berkeadilan.”, h. 3.

%1Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, h. 135-136.

32Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, h. 147.

%Ni’matul Huda, dkk., Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas, h.
90.
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Namun, ketentuan presidential threshod ini secara tidak langsung
melanggengkan kekuasaan partai politik besar dan sekaligus memaksa parpol baru
dan kecil untuk menginduk atau berkoalisi pada parpol besar. Parpol besar dan kecil
tak memiliki hak yang sama dalamgpengajuan calon presiden, sehingga tidak
memiliki pilihan untuk mengajukan sendiri calon presiden alternatif. Selain itu,
mengenai mekanisme penyelenggaraan Pilpres, bahwa Ptlpres diselenggarakan
secara hersamaan dengan Pemilu Lggislatif.3

Sebagaimana yarg, telah dijelaskan’ bahwa-partai politik adalah peserta
pemilihan umum/untikgnggota Dewan PerwakilanRakyat.(DPR) yang.aantinya
akan mencalonkan™ presiden. dan wakil' presiden, maka/partai“politik harus
memenuh# “persyaratan-persyaratan - sebagaimana diatucy~dalam  peraturan
perundang-undangan yaitu. %

1. <Berstatus badan hukum/sesuai dengan Undang-Undang Partai Politik

2. \Meniliki kepengurusan di-selurgi-provinsi

3. Wiennlikikepengurusandin 75%(tujuhmpuiuh~ lima “persen) jumlah
kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan

4. «Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumiah'kecamatan di
kabupaten/kota yang bersangkutan.

5. Menyerahkan sekurang-kutangnya.30% (tiga puluh persen) keterwakilan
perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat

6. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang atau 1/1000
(satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik

yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.

3Ni’matul Huda, dkk., Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas, h.
83.

%Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Pasa 173 Ayat (2). 121.
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7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan akhir pemilu.

8. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU

9. Menyerahkan nomor rekeningsdana kampanye pemilu atas nama partai

politik kepada KPU.

E. Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin Pada Sistem Presidential

Threshold di Indonesia

Pengusulan bakak calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur.dalam
Undang=Lndang“Namor 7 Fahunp2017 tentangr Pemiliban JJmumayang termuat
dalam behgtapayasal.

1" Pasal 221

CalonPresiden dan Wakil Presiden-diusulkandalam 1 (satt) pasangan oleh

Partai Polittk-atau Gabungan Partai Palitik.
2. Rasehz2?
Pasangan.€alon diusulkan oleh Partai Politik atatrGabungaia Partai Politik
peserta pemilu yang mmemenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dari jumlah kursi DPRatatimemperoleh 25% (dua puluh limapersen)
dari suara sah national pada pemitU-anggeta DPR sebelumnya.
3. “Pasal 223

a. Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara
demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik
bersangkutan

b. Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk

melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon

%6Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, h. 147-149.
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. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme

internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang

dilakukan secara demokratis dan teibuka

. Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu

pasangan oleh, Partai Politik atau Gabungan Partal Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagr oleh Partai Politik atau

Gabungan,Partai Politik taianya.

4. Pasal 224

. Kesepakatar'seliagaimana dimaksud dalam Pasal 223ayaiA2) terdiri atas:

1) Kesgpakatan antar Partai Politik

2) Kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ‘dan Pasangan
Calon

. Kesapakatan sebagaimana dimaksud—pada ayat (1) dinyatakas, secara tertulis

dengan bermaterarcukupryang ditandatanganieieh-PimpinanPartai Politik atau

Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon

5. Pasal 225

. Partai Politik atau [Gabungan Pactai<Politik dapat mengumumkan bakal calon

Presiden dan/atau bakal calonWakil\Presiden sebelum penetapan calon anggota

DPR, DPD, dan'DPRD

. Bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presidenyang diumumkan oleh

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus sudah mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang

bersangkutan.
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Sementara untuk penetapan pasangan calon diatur dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden yang juga termuat dalam beberapa pasal.*’

1. Pasal 52

a. KPU menetapkan dalam rapat pleno tertutup/nama Pasangan Calon yang telah
memenuhi syarat sebagai'Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

b. KPUimenetapkan Pasangan Calan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
Keputusan KPU.

eKPU mengumumkan perietapan Pasangan Calon®sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), melalutfaman KPU, dan/atau media sosial &P,

2. Pasal'53

a. KPU nmaelakukan pengundian nomot urut Pasangan Calodydatam rapat pleno
terhuka,—+ (satu) Hari setelah penetapan)dan pengumumag=Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

b. Rapat=pleno terbukaspengundian'nomor urutedihadiriroleh (seluruh Pasangan
Calon.

c. Selain dihadiri aleh seluruh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), rapat pleno terbuka pengundian<nomar urut dapat dihadiri oleh Pimpinan
Partai Politik Peserta Pemilu-atau Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu yang
bergabung mengusulkan Pasangan Calon.

d. Hasil pengundian nemor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU.

$"Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
(Jakarta: KPU, 2023). 22-23.
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3. Pasal 54

a. Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53
ayat (4) digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.

b. Daftar Pasangan Calon sebagaimana,dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana
yang digunakan untuk  memberikan informasi kepada Pemilih mengenai
Pasangan Calon,

c. Dalam penyusunan daftar Pasangan:Calon, KPU/ memberikam kesempatan
kepada Partai Politik” Peserta, Pemilu’ atatr Gabungan Parial Politik Peserta
Pemilu dan Pasangan Galon untuk memberikan_persettjuan terhadap rancangan
daftar'Pasangan.Calon.

d. KPU miengumumkan seeara luas daftar Pasangan Calon sepagaimana dimaksud
pada ayai (1) melalui lembaga penyiaran publik?

e. Selain—mengumumkan melalui 'lembaga penyiaran publik - sebagaimana
dimakstd pada ayat'(4), KPUmengumumkan daftar Pasangas,Calon melalui:

laman*KRY; danfatausmedia sosiallKPU:
F. Syarat-Syarat dan Karakteristik Calon Pemimpin

Syarat dan karakteristik calonPresiden dan Wakil Presiden termuat dalam
Peraturan<Komisi Pemilihan Umum Noor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan
Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 13 ayat (1).3®

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima

kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri

38Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil
Presiden, h. 7-8.
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12.

13.

14.

15.
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Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden
adalah Warga Negara Indonesia

Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak
pidana korupsi dan tindak pidaia berat lainnya

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan
narkotika

Bertempat tingpal di'wilayah Negara Kesaiuan Republikdndonesia

Telah melaporkan” kekayaannya kepad2™.instansi yang beiwenang
memeriksa{aporan kekayaan penyelenggara negara

Tigdak-sedang memilikt tanggungan Utang secara persterangan dan/atau
secara’ badan hukem yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keliangan negara

Vidak sedang dinyatakan patit berdasarkan putusan pengaeilan

Tidak pernah melakukan perbuatan terceia

Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan, Perwakilan Daerah,
atau DPRD

Terdaftar sebagai pemilit

Memiliki nomor pokokwajib pajak. dan telah melaksanakan kewajiban
membayar pajak selama.5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajipajak orang pribadi
Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2
(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Ika
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16. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

17. Berusia paling rendah 40 (e uluh) tahun

18. Berpendidikan pal rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah

aliyah, sekelah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah

in yang sederajat
19. Bu bekas ang nisasi rtai %s Indonesia,
\ieTmasuk 0rg ) massa % u buk wng terllbat sung
2
Ia&{i‘e 30 Septem r/PaW zunlsl

isi, mi ro anfk rlntahan n

keseluruhan, syarat a k eristik calon P |dgp dan Wakil

| \ A I
Presiden T)ndonesiglangat Atin Kim mlilkan b ereka dapat

menjalank t\\u il enti \1 rakyat, dan
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BAB I
TINJAUAN UMUM MENGENAI IJTIHAD PEMILIHAN KHALIFAH
OLEH ‘UMAR BIN AL-KHATTAB

A. Biografi ‘Umar bin al-Khagtab

Nama lengkap beliau adalah ‘Umar bin al-Khattab bin Nufayl bin ‘Abdu al-
‘Uzza hin Riyah bin Qart bin"Razah bin, ‘Ady bin Ka’ab bin Luay. Dikenal juga
dengan Amiru al-Mu’minig, Abiil Hafs, al-Qursyi, al-‘Adawy,al-Fartq. Beliau
masuk Islam pada tafiudikeenam dari masa kenabtan pada.umur yang ke-27.tahun.
‘Umar-lahir tiga“helas tahun setelah Perang Gajah. Selain 4ty beliatr merupakan
orang yang-gisegani pada,masa itu karena berasalddari kéltarga’yang terpandang
yaitt bangsawan Quraisy. Dalam masa jehiliyah, @uraisy mengutusnya sebagai
duta jiketeradi perang antara-Mereka ataty aptara mereka dan-erang lain. Ketika
mereka® ingin® menunjukkan kebanggaan atau keunggulan, meréka\mengutusnya
sebagaivufugan.atal_pembawa pesan.”

‘Umar biasa dipanggil Abu Hafsh dan digelari al-Fartgwyaitu pembeda
antara yang haq dan batil. Digelari demikian karena beliatnimenampakkan
keislamannya dit Makkah ketika“yangJain masih berusaba menyembunyikan
keislaman imereka.? Beliau digelaci-Oengan-dmiru al-Mu 'minin. knam al-NawawT
berkata dalam Tahdzibnya:

J8 g ‘d\);d\ u.u\_dc \quu;;mju;mje.\uu_adm peeyY \A@.\o\.m.n
‘es‘)% u).m}d\e.u\ whﬂd\a/” l,dgj‘wgzw\m

1 Abdurrahman ibn Abi Bakr Jalaluddin as-Suyiiti, Tarikh al-Khulafa (Cet. 1; Maktabatu
Naza Mustafa al-Baz, 1425 H/2004 M), h. 89.

2Rahmad Harddian, Iwan Triyuwono, and Aji Dedi Mulawarman, “Biografi ‘Umar Bin Al-
Khattab Ra: Sebuah Analogi Bagi Independensi Auditor,” IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen
dan Akuntansi Islam 2, no. 2 (2019), h. 22,
www.jurnal.fordebi.or.id/index.php/home/article/view/27.
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Artinya:
Dia dinamai dengan nama inisaieh ‘Adi bin Hatim dan Lubaid bin Rabtah
ketika mereka datang mengunjunginyasdari Irak. Dan dikatakan: Dia
dinamai oleh Al-Mugirah bin' Syu'bah/ Dan dikatakan: ‘Umar berkata
kepada arang-orang? “Kamu' adalah orang-orang yang beriman dan aku
adalah pemimpin kalian”, maka dia dinamai Amirg al-Mu ’minin. Sebelum

itu, dia biasa disebut 'sebagal Khalifai Khalifaly Rasulullah Saw. Mereka
meninggalkan.ungkapan itu'karena panjangnya,

Ibunya bernama Haniamah binti' Hasyim /bin.Mugiroh4bin Abdullah bin
“Winar bin Makhzum. Ntasab ‘Umar bertemu dengan®asab-Nabi Muhammad Saw.
pada Ka%ab Tbn"Lufgy.*

Sebetum<Umar b al*Khattab masuk-kedalam Islamybeliau adalah yang
termasuk di_antara kaumkafir Quraisy yang palingtditakuti olghio¥ang-orang yang
sudah maasttkeIslam. Beliau adalah musuh dan penentang NabisMuhammad Saw.
yang palingiganas dan kejam hahkan-Sangat hesar keinginannyguatuk membunuh
Nahi Muhanimad-Sawmdanspengikut=pengikutnyamBeliaurser ing “menyebar fitnah
dan menuduh Nabt Muhammad Saw. sebagail penyair tukangtenung. Setelah ‘Umar
masuksagama Islamy pada bulan Dzulhijjah enam tabun setelah kerasulan Nabi
Muhammad Saw. Kepribadiannya ber{alak-telakang dengankeadaan sebeltmnya.
Beliau berubah menjadi salah secrang yang. gigih dan setia membela agama Islam.
Bahkan, dia termasuk seorang Sahabat yang terkemuka dan paling dekat dengan
Nabi Muhammad Saw.®

“Umar termasuk dari sahabat yang masuk Islam di masa awal dakwah Nabi

Muhammad Saw. Dalam riwayat disebutkan bahwa beliau masuk Islam setelah

3Abii Zakariya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, Tahzib al-Asma’ wa al-Lugat (Cet |; Lebanon:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1431 H), h. 12.

*Amru Khalid, Khulafa ur Rasul, “Jejak para Khlalifah” (Solo: Aqwam, 2007), h. 69.

Salman Intan, “Kekhalifahan ‘Umar lon Al-Khattab,” Jurnal Rihlah 5, no. 2 (2017), h.
138-139, journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/rihlah/article/view/4167.
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empat puluh pria dan sebelas wanita. Atau dalam riwayat lain setelah tiga puluh
sembilan pria dan dua puluh tiga wanita. Dan dalam riwayat yang lain lagi
disebutkan setelah empat puluh lima pria dan sebelas wanita. ‘Umar adalah salah
satu dari sepuluh sahabat yang dijamii, masuk surga. Beliau juga salah satu dari
keempat sahabat yang menyandang gelar al-Khulafa al-Rasyidin sekaligus salah
satu mertua Nabi'Muhammad Saw. Beliau juga merupakanalama besar di kalangan
para sahabat. Ada sebanyak lima [ratus tiga puluh sembilan hadits yang beliau
riwayatkan dari Nabi Muhamiaad Saw.®

‘Umar digngkatmenjadi khalifah dengan.dbui/arpada bulan Jumada al-
Akhirali~tahun "13THIjriyah: Az-Zuhri berkata bahwa-=Uses didngkat menjadi
khalifah padashari Abt Bakar wafat, -delapan, hari sebelum-bulan Jumada._ai-
Akhirah.”, ‘Umar bin al-Khattab memerintah umat Islam salama‘kurang lebih
sepulubtahun, yaitu pada tahun 6344644 Masehi. ‘Umar bin ad-Khattab dibunuh
pada sdat ia‘memimpin shalat subuh-eleh-seorang budak yang bérmama Abu Lu’lu’
(Fairuz)vFayuz adalahrsaiahssaturseorang wargasPersiaryang masuk Islam setelah
Persia ditaklukkan ‘Umar. Pembunuhan dilatarbelakangi“dendam pribadi Abu
Lu’lu’«terhadap ‘Umar atas kekalahan Persia yang saat itu mertpakan negara
digdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 H/644 M.®

Luka tusukangang menimpa WUrmacbin al-Khattab cukup parah, sehingga
beliau tidak mampu berdiri dan‘jatuh tersungkur. ‘Abdurtahman bin ‘Auf sontak
menggantikan sebagai imam. “Umar bin al-Khattab kemudian dibawa pulang ke

rumahnya sementara darah masih mengalir dari tubuhnya.® Beliau ditusuk pada hari

8¢ Abdurrahman ibn Abi Bakr Jalaluddin as-Suyiiti, Tarikh al-Khulafa, h. 89.

¢ Abdurrahman ibn Abi Bakr Jalaluddin as-Suyiiti, Tarikh al-Khulafa, h. 106.

8Siti Nur Baiti, “Studi Analisis Terhadap Praktek Siyasah Al-lIghrag (Dumping) Dalam
Perdagangan Menurut Pendapat ‘Umar Bin Al-Khattab,” Skripsi (Semarang: Fak. Syariah IAIN
Walisongo, 2010), h. 36, eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3108.

®Muhammad Suhail Taqisy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futithat wa al-Injazat al-
Siyasah (Cet. I, Dar al-Nafais, 1424 H/2003 M), h. 359.
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Rabu pada empat malam tersisa dari bulan Dzulhijjah pada tahun ke-23 Hijriah.
Beliau dimakamkan pada hari Ahad pagi di awal bulan Muharram. Wafat pada

umur yang ke-63 tahun.©

B. Konsep Pemilihan Pemimpin (Khalifah) Pada Masa ‘Umar bin al-Khagtab

Hujjah dari tindakan para al-Khulafa al-Rasyidin @dalah bahwa tindakan
mereka yang disetujui oleh para sahabat adalah konsegnsus yang mengikat bagi
generasi-generasi - setelahnyd. WAda . tindakan-tindakan mergka yang tidak
memungkinkan adamyayperbedaan pendapat” ataw ijtinad, sehingga hukumnya
adalah“hukum yang.erdapat, dalam sunnah yang diriwvayatkéan. Namun, ada juga
tindakan-tgadakan di mana terdapat ruang untuk ijtihad, dan méskipun beberapa
sahabat meneptangnya, ‘mereka tunduk kepada ijtihad para al-&%kuinfa al-Rasyidin
karena raereka adalah Ahlu al-Amryangwajibditaati. Terdapat perbiedaan pendapat
di antara \para ulama tentang keabsahan tindakan tersebut, ada yang
menganggapiya sebagai hujah yang Berlaku bagi generast besiKutnya dan harus
diikuti selama tidak bartentangan dengan Al-Quran dan Sumnah.*

1. Pembentukan Majelis Syira (Ahlul Halli Wa al-‘4qdi)

Dalam pengangkatan kkalial setelehnya, ‘Umar bin al-Khattab menolak
untuk menunjuk langsung khalifar pengganti setelahnya. Bellau juga menolak
untuk “menunjuk anggota keluxarganya sendiri karena, khawatir “akan terjadi
pemindahan kekUasaan secara furun-temurtn.*? Maka beliau mendirikan sebuah
kelompok yang dinamakan dengan Majelis Syiira. Para penasehat dalam majelis

syura tersebut terdiri dari sejumlah sahabat senior yang berjumlah enam orang.

O Abii Nu’aim, Ma rifatu al-Sahabah (Cet. I; Riyad: Dar al-Watn li al-Nasyr, 1419 H/1998
M), h. 134-135.

UAkram ibn Diya’ al-‘Amry, ‘Asru al-Khilafah al-Rasyidah (Maktabatu al-*Abikan: al-
Riyad, 1430 H/2009 M), h. 93.

12Muhammad Suhail Taqusy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futithat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 366-367.
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Enam anggota Majelis syira tersebut adalah: ‘Utsman bin ‘Affan, ‘Ali bin Abi
Thalib, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidullah, dan
Zubair bin ‘Awwam. ‘Umar bin al-Khattab bermaksud dengan mengadakan majelis
konsultasi antara keenam sahabat tersebut agar umat Islam dapat melakukan
konsultasi pada tingkat tertinggi dalampemilihan utama negara.®

Tentang pembentukan majelis sysra disebutkan dalam sebuah riwayat:
VA 3y el ol B 5 il e W G 5 e ) €05 e
B L i sy Vsl G gt (205 e L o O
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Artinya:

Berkata “‘Umar; Namun keenamnya:| fAli dan “Usmdng“keduanya putra
“bdul Manaf, ‘Abdurrahmandan-Sa‘ad, keponakan Rasulutah\Saw., Zubair
bimy"Awwam, sahabat |Raswinllah-Saw. dan sepupunya, serta Talhah bin
‘Whaidillah. Mereka harus memilih salah satu dari sebagai pemimpin.
Kettka mereka memilih seseorang sebagai pemimpin, faka bantulah dia
dan berikaniah dukungan. Jika salah satu dari kalianydipercayai olehnya,
maka serahkanlah amanah kepada orang itu, dan kembaltlai.

Disebutkan bahwa adapunalasanpemilinan enam sahabat tersebut adalah.®

a. Semuanya adalah ‘dari Mukafirn; yaitd “orang-orang Quraisy. Mereka juga

termasuk sahabat-sahabat yeng masuk'islam di awal. Rasulullah® Saw. wafat

dalam keadaan ridha terhadap mereka. Dan mereka termasuk dalam sepuluh
sahabat yang dijanjikan mastk surga.

b. Mewakili pusat kekuatan di Madinah dalam hal pengaruh dan kekuatan. Mereka

adalah pemimpin dan pembesar orang-orang di Madinah.

BAkram ibn Diya’ al-‘Amry, ‘Asru al-Khilafah al-Rasyidah, h. 56-58.

14Abii Ja’Far al-Tabarl, Tarikh al-Tabari, Juz 4 (Cet 1I; Mesir: Dar al-Ma’arif, 1387H/1967
M), h. 228,

1 Muhammad Suhail Taqusy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futithat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 367.
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c. Telah menegakkan pedang yang artinya membela Islam dan memperkuat
fondasi Islam sepanjang sejarah.

Dalam kaitannya dengan cara kerja majelis syira, ‘Umar menentukan
bahwa masa pemilihan adalah tiga haii.'® Pertemuan pertama diadakan sebelum
kematian ‘Umar, namun tidak mencapai kesgpakatan disebabkan semua dari
mereka memiliki ambisi dan tidak' mencapai/hasil. Pertemuan kedua diadakan
setelah &kematian ‘Umar, akan tetapi masih tidak mencapai kesepakatan tentang
kandidat tertentu di antara mereka. Mereka hanye.keluar dariSituasi ini melalui
isiatif ‘Abdurrahman=pm “Auf yang 'menarik .diri.dari-gersaingan daa‘proses
pemilinan, tetapk CAbdurrahman bin “Auf mengharuskap/smereka memberinya
kebebasai® Untak‘memilihdan memberikan janji Kesetiaan kepdda siapa pun yang
beliau pilih. Qlehnya keputusan tidak 4agi berdasarkan pemilihan\langsung anggota
majelissyZrzr; melainkan diwakilkan oleh satu individu dari anggetaumajelis syira.
Proses oemilihan menjadi terbatas;—tetapi-sebaliknya ruang lingkupnya menjadi
lebih luassdefigankensuitasinyang dilakukan:**

Hal ini.dapat dilihat dengan bahwa konsultasi dilakukan juga bersama kaum
Muslimin, memintaspendapat penduduk Madinah, para,pemimpin‘pasukan yang
berkumpul di kota, dan tokoh masyarakat agar mengetahui siapa yang diinginkan
umat untuk bersatu. Konsultasi ditakukaf dengan sahabat Nabi Muhammad Saw.,
serta pemimpin pasukan yang tatang ke Madinah dan toakoh masyarakat, bahkan
pimpinan militer. Diskusi dilakukan bersama mereke secara-secara diam-diam.

Hingga akhirnya mayoritas memilih ‘Usman bin ‘Affin untuk menjadi khalifah.'®

¥ Muhammad Suhail Taqtisy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futihat wa al-Injazdt al-
Siyasah, h. 368.

"Muhammad Suhail Taqusy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futithat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 369.

¥Muhammad Suhail Taqusy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futithat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 369-370.
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Sistem dalam proses pengangkatan pemimpin di tubuh umat Islam seperti
ini dikenal dengan konsep Ahlul Halli Wa al-‘Aqdi. Ahlul Halli Wa al- ‘4¢di adalah
orang-orang yang bertugas memilih pemimpin lewat jalan musyawarah kemudian
mengajukannya kepada rakyat untuk dibaiat (dinobatkan) oleh mereka.*®

Penerapan oleh al-Khulafa al-Rasyidin [@tas prinsip-prinsip musyawarah
menjadi urgensi ‘atau landasan penting bagi prinsip musyawarah dalam Islam.
Musyawarah dalam sistem Islamfadalah pendekatan/ tlahi dan bukan sekedar
perkataan k@song. Musyawarah, delam'sistem Islam.adalah bagian dari agama yang
faius diikuti.?°

Allah berfirman dalam Q.SL “Alr “Imran/3: 159.

U =S N R R (R (A7 R TGP
oy a5l e (858 s e 1138 5aY) (58 5 s 3l il 5 agie
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Terjemahnye:

Maka;. berkat rahmat Alah—engkau (Nabi Muhammad) beérlaku lemah
[embut, terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap ‘Keras dan, berhati
kesar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu=Qleh karena“itu,
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan “uniuk mereka, dan
beimusyawarahlah dengan mereka dalam segala trusan (penting).
Kemudian, apabila engkautelah'membulatkan tekad, bertawakallah kepada
Allah. Sestingguhnya Ahlah'menciniai orang-orang yang bertawakak?*

2. Syarat-Syarat Ahlu al-Halli wa al-*4qdi

¥Ahmad Abdul Mujib, "Implementasi Konsep Ahl Halli Wa Al->Aqdi Al-Mawardi Dalam
Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR", Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN
Walisongo, 2015), h. 34, eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5594/.

2Akram ibn Diya’ al-‘Amry, ‘Asru al-Khilafah al-Rasyidah (Maktabatu al-‘Abikan: al-
Riyad, 1430 H/2009 M), h. 97.

2lKementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019),
h. 95.
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Dalam kaitannya dengan kedudukan Ahlu al-Halli wa al- ‘4¢di, maka Al-
Mawardi menentukan syarat-syarat sebagai anggota. Yakni harus memenuhi tiga
Kriteria sebagai berikut.??

a. Memiliki sifat adil yang mencakupssemua syarat- syaratnya.

b. Memiliki pengetahuan yang dengan ilmunya itu ia mengetahui Siapa yang
berhak menjadi pemimpin dengan syarat yang muktabar pada diri pemimpin
tersebut.

c. Memiliki:pendapat, (72 yt-dan hikmah yang deagan keduamya dapat memilih
siapa yang paling batk=tintuk menjadi pemimpin®sertapaling kuat daa‘pandai

mengurus kemastahatan.

Chuiviekanisme, Perngusungan Calon:Pemimpin (Khalifah) Pada\jtinad“Umar

bin al-Khagrab

Terdapat beberapa penjelasan yang ditemukan dalam berbagai kitab sejaran

Islam yapg menggambarkan tentang proses atau mekanisme gengusungan calon
pemimpin (khalifak) menurut ijtihad “‘Umar bin al-Khat{ab:

1. Memilih enam orang sahabat sebagai majelis syiira yangubertugas untuk

bermusyawarah. Akram b Diva”al=* Amry dalanbukunya yang berjudul

‘Asrir al-Khildfah al-Rasyidal dijelaskan sebagai berikut:??

8 <5,
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22Abi al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Basri al-Bagdadi, al-4hkam al-Sultaniyyah li al-
Mawardi, h. 17-18.
ZAkram ibn Diya’ al-‘Amry, ‘Asru al-Khilafah al-Rasyidah, h. 56.
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Artinya:
Bai'at kepada ‘Utsman terjadi setelah pertemuan majelis syara yang diatur
oleh Umar saat dia terluka. Keenam anggota majelis tersebut adalah:

‘Utsman bin Affan, ‘Ali bin Abi Talib, ‘Abdul Rahman bin ‘Auf, Sa’ad bin
Abi Waqqas, Talhah bin ‘Ubaidullah, dan Zubair bin al-Awwam.

1. Tidak memilih dari anggota keluarga untuk terlibat dalam pencalonan akan
tetapi boleh memberikan suar@ untuk salah satu kandigdat ketika suara antara
para pemilih, seimbang. Dalam hal ini @dalah anak beliau yaitu ‘Abdullah
b Umar. Mtthammad Suhail Taqusy dalam bukunya yangberjudul Tarikh
al-Khmlafa  al-Rasyidm? ‘al- Futithat —wi,_al*Mnjazat© al-Siyasah  beliau
menjelaskan hal'tersebut sebagai berikut: 24

i 4RSS dage Bl atiig e Bl s Cadl 6l a5
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Artinya:

Setelah “Umar bin al-Khattab ditikam, umat Islam dihadapkan pada tugas
memilih khalifah untuk mengatur urusan mereka. ‘Umar-menolak untuk
menunjuk &halifah penggantinya, meskipun pemerintahannya adalah hasil
dari janji setia Abt Bakar./Ash-Shiddig kepadanyas Dia menolakiuntuk
menunjuk anggota keldatganya<sendiri karena khawatir akan terjadi
pemindahan kekuasaan secara tuyin-témurun.

2. Memutuskan dua calon pemimpin yang termasuk dari keenam sahabat yang
telah dipilih sebelumnya yaitu ‘Ali bin Abi Thalib dan ‘Utsman bin ‘Affan.
Hal tersebut juga dijelaskan oleh Muhammad Stuhail Taqusy dalam bukunya
yang berjudul Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futihat wa al-Injazat al-

Siyasah sebagai berikut: 2°

24Muhammad Suhail Taqusy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futithat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 366-367.

BMuhammad Suhail Taqusy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futithat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 370.
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Artinya:

Ada dua aliran bersaing yang terkait dengan masa lalu dalam Islam, dan
dengan kaitan darah.

Pertama: Kerabat Nabi yang paling -dekat adalah ‘Ali sebagai kandidat
mereka.

Keduas Yang /Mmentilikikemampuan=mewvakilj-Quraisy dengan baik, dan
dekat dengaii"Bam.Wmdyyah adalah ‘Utsmatigebagai kandidat mereka.

3. Bertanya kepada kedua calon dengan/ pertanyaan/sanggup mengemban
tugas—sesual dengans al-Qur’an danwaicHadits. hmatw Ahmad dalain

muspacnya dijelaskan sebagai-berikut: 26

Gl \ 20 CiSeeige ) (ad Sl el G -0 b)) Se s el
A f ) Aidegal) liS e Sl Qﬁs@umwwm L JE e g
;J\z’éu\.mc‘_;cd!dua‘)ceq a_v.k.w\l.,us d\sﬁ"”; )SJ‘_,’A\L,MJ

s

Artinya:

Dalam Musnad Ahmad, dari. Abu\Wa'il, dia berkata: Akupbertanya kepada
“Abdurrahman bin ‘Auf:x Bagaimana kalian bisa membaiat,‘Utsman dan
meninggalkan “Ali? Dia perkata: Apakah kesalahanku? Aku memulainya
dengan ‘Adi dan mengatakan: Aku membaiatmu dengan Kitabullah, Sunnah
Rasul-Nya, dan kebijakan Aba Bakar dan ‘Umar? Diaberkata: Semampuku.
Kemudian aku menawarkannya kepada ‘Utsman dan dia berkata: Ya.

4. Berkonsultasi dengan para sahabat yang menjadi anggota majelis syira.
Disebutkan pada siang dan malam selama tiga hari. Hal tersebut juga

dijelaskan oleh Muhammad Suhail Taqasy dalam bukunya yang berjudul

%3l-Imam Ahmad ibn Hanbal , Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal (Cet. |; Muassatu al-
Risalah, 1421 H/2001 M), h. 560.
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Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futihat wa al-Injazat al-Siyasah sebagali

berikut: 2

z - -

A1 3, L) 5 3583 catdy (U8 il it 3y 5k et i

z

Artinya:
Umar gatur ¢ kerj
menetapk asa pemilihan ¢

5. di ha
’
t

ajelis fsebelum Kkematiannya, dan dia

a tiga hari.

gumumk

1 muskimin® setelah es konsultasi
*

denganpara Jrdt Akra

n Diya’ al-‘Amry
| iy
alamlt{. U‘n - ] asyida jelaskan

ut:

RS 3. e ALY
\ “ -
O aleal

Abdul*Rahman bin Auf berk
Majelis Syura dan lainnya, ba alam, selama tiga hari.
emudian,pada pagi 00il mereka yang, hadir di
Madinah‘dari kalangan Mut

para Sahabat dari anggota

mar bin al=Khattab, prinsip

askan\dengan jelas. Lingkup
penggunaan sy kembangan dan peristiwa,
serta ekspansi Islam ke wil , tradisi, dan sistem yang

beragam.?®

2"Muhammad Suhail Taqtsy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futihat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 368.

ZAkram ibn Diya’ al-‘Amry, ‘Asru al-Khilafah al-Rasyidah, h. 57.

2Akram ibn Diya’ al-‘Amry, ‘Asru al-Khilafah al-Rasyidah, h. 99-100.
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D. Syarat-Syarat dan Karakteristik Calon Pemimpin (Khalifah)

Adapun karakteristik atau syarat-syarat yang dianggap penting dan layak
bagi seorang calon pemimpin adalah:*°
1. Memiliki sifat adil yang men uh dalam segala sisi.
2. Memiliki kapasitas limu yang memungkinkan untuk mengeluarkan fatwa
dan penilatan dalam situasi d kum-hukum yang dibutuhkan.

m|I|k| in yang t&u dari pe engaran pe |hatan dan fisan.
[ B N

ari k ‘)Tapg men mbat gerakan dan
l; an rakyat
rjﬂaklaj.j enangaita pvntlngan rakyat.

A"

[o‘
ang unt 2 \ astlkanmng baik dan
ﬂlf\ 6 pe nyim :a—r;' ener aral atatr karakieristik,
ini, flq\ ha u f ikan ba §ang terpilih
. \" \ )
|I|k| awta in ad aik
) g S~ %

sesuai den prins eseja n umat secara

kes an.

%0AbQ al-Hasan ‘All ibn Muhammad al-Basr1 al-Bagdadi, al-dhkam al-Sultaniyyah li al-
Mawardir, h. 19-20.



BAB IV
KOMPARASI SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDENTIAL
THRESHOLD DI INDONESIA DAN IJTIHAD PEMILIHAN KHALIFAH
OLEH ‘UMAR.BIN AL-KHATTAB

A. Perbandingan Presidential Threshold dan ljtihad £Umar bin al-Khagtab

Ditinjau Dari Konsep Pemilihan Pemimpin

Dalam Kamus Besar ‘Bahasa Jndonesia”“diartikan bahwa konsep adalah
sebuah rancangap atauNidesdalam sebuah peristiwa,’ Sementara menurut,Masri
Singarimbun /dan Effendi, membeérikan pengertian bakwa konsepgadalah istilah
yang digugakanuntuk mepnggambarkan-abstrak atatr secaralumum suatu kejadian,
keadaan, \kelompok, atawindividu yang menjadi ohjek.”

Kaltafnya dengan konsepratayyrancangan nmengenai bagatmana sebaiknya
konsep pemitthan pemimpin seyogyanya telah dijelaskan dengan gamblang dalam

Al-Qurign.@Nahberfirman dalamrQ.SCATR-NIs3°/4: S8,

s _ 2

2 el 3R 0 G 28 1305 elal ) ey T5gt Tkl an o)
12 ks I8 A" aSEag L 4 )

Terjemahnyas:

Sesungguhnya Allah medyurtikamu menyampaikan ‘amanah kepada
pemiliknya./ Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah /kamu tetapkan secara)adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.?

'pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Pusat Bahasa, 2008), h. 748.

2Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1995),
h. 33.

3Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah
Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 118.
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Di Indonesia sendiri peran partisipasi masyarakat sangatlah kuat dalam

proses pemilihan pemimpin. Tidak hanya menjadi penonton melainkan juga ikut

serta berperan aktif secara langsung dalam menyeleksi dan menentukan calon demi

kepentingan dan kemajuan bersama.*

Berikut akan dijelaskan mengenai perbandingan yang ditinjau dari konsep

pemilihan pemimpin dilihat dari segi persamaan.

Tabel 1."Persamaan Presidential ;Thresheld-dan Jjtihad ‘Umarbin al-Khattab

Pada'Konsep'Remitifian Pemimpin

m qugi%l;géVTh(sholf : ‘

1 Permabeatukan lembaga

perwakilan rakyat.

I ‘had%in a%b

Pembentukan keionipok Majelis

Syura.

2 PartaiPolitik sebagai wakil
rakyatyang terlibat dalam
tahapan proses pemilihan

Rresidén dan Wakil Presiden.

Ahlul Halli Wa.al- ‘#ge/iyang
tergabung dalam Majetis Syira adalah
sebagai wakil umat dalam tahapan

proses pemilihan pegmpin (khalifah).

3 Partai politikyang terlibat dalam
lemiaga perwakilan rakyat
memiliki pengaruh di hadapan

rakyats

Para sahabat yang teritbat dalam
Majelis Syura mewekili,pusat

kekuatan dalamphal pengaruh.

4 Pemilihan Presiden dan \Vakil
Presiden dilakukan oleh fakyat
secara langsung melalui

mekanisme pemilihan umum.

Memberikan kesempatankepada
Kaum muslimin.dalam memberikan
pendapat terhadap.calon pemimpin
yang diusulkanmelalui proses

konsultasi.

“Noor Rahmad, “Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di
Indonesia”, Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums, (2023), h. 65,
proceedings.ums.ac.id/index.php/pdih/article/view/3340.
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1. Persamaan Dalam Pembentukan

Persamaan pertama dari keduanya adalah terlihat pada pembentukan sebuah
kelompok atau lembaga yang bertugas sebagai pengambil keputusan dalam proses
pengusungan hingga pemilihan seoraag,pemimpin.

Indonesia sebagai negara demokrasi mempunyai karakteristik yaitu adanya
lembaga perwakilan rakyat'yang diatur dalam Konstitugi atau Undang-Undang
Dasar megara yang bersangkutan® Sementara ‘Umar bin al-Khattab dalam
ijtihadnya heliau mendirikan=sebuah kelonmpok yang.dinamakan dengan Majelis
Syiira yang terdipl darisgjumiah sahabat'senior yang®erjumdah enam orang: Enam
anggota Majelis swira terselut adalah: “Utsman bin ‘Affam,~Ali b Abt Thalib,
‘Abdurraiimiasibin < Auf, Sa'ad'bin AbT WagqasyTlalthah bin Whaidullah, dan Zubair
bin ‘Awwamp

Rartarpolitik dalam prases pengusungan calon presiden gan wakil presiden
dapat djkatakan sebagai representasi|dari Vajelis/ Syira, sebab, dalam hal ini
keduanyes mempunyairkarakteristik yangrsamanyaituradanya proses musyawarah
pada pengusungan calon pemimpin.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 2.

Y5 LN Y4 el W5 A A eSS ol 130 15k el G
Y35 AR S0 S A e Sl shin ARl el

I G 13050 1 aes A anadl aacuall ce s& o L ed Al a8 A
):\S\"JL\).\}&J}\)J.\M \ﬁ“);j‘/, \gcéjimu\ﬁjsu\_\u?s.mﬁ
laall N A SR ) 681 37l il Y1 e )35l Y 5 5

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar
(kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,
jangan hadyu dan gala’id dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung

SEddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Analisis Terhadap Sistem pemerintahan
Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-negara Lain, h. 1.
5Abii Ja’Far al-Tabari, Tarikh al-Tabart, Juz 4, h. 228.



52

Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!l
Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika
mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena
mereka menghalang-halangimu dari Masjidilnaram, mendorongmu berbuat
melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah sangat berat siksaan-Nyas*

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, konsep Majelis Syira berlandaskan
pada beberapa prinsip. Prinsip-prinsip  ini juga yang terkandung dalam sistem
Presidential Threshold yang menganut pahams»demokrasi. Menurug'Ma’an Ziadeh
prinsip-prinsip, itu adalah” kebehasan, musyawardi, ;dan keseimbangan dalam
penjelasan berikit:®
a. Prinsip Kebebasan

Bahwa kebebasan ‘dan keadilan: merupakan tiang yang karus ada-dalam
suatu Refar?, yang. ingin berkembang dan maju._J<emajtiahe dalam ilmu,
pengetanuan, dan.teknologi mencerminkan Kemajuan.dan.pertufnbuhan peradaban
manusia- yane, didasarkan pada nHat=nilat-kebepasan dan, keadilan, Kebebasan dan
keadilan ¢bestentangan  dengan  kezaliman  dan — kesewenang-Wwenangan
(kediktatoram)s Keadilan dan kebebasan menjadi pondasiwutama peradaban,
sedangkan kezalipian menjadi penyebab Keruntuhan peradaban. Keadilan dan
kebebasan adalah prinsip-prinsip.intidalam.syariah Islam.

Dalam Islam, ditegaskan bahwa manusia memiliki Kebebasan untuk
menyatakan pendapat, yang diperkuat oleh ajaran Al-Qur'an. Seperti dalam
musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya mempunyai

keterkaitan dengan politik, yakni istilah partisipasi, kebebasan, dan persamaan.

"Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 143-144,
8Ma’an Ziadeh, Aqwam al-Masalik fi Ma rifat Ahwal al-Mamalik (Bairut: al- Mu’assasah
al-Jami’iyyah li al-Dirasat wa Nasyar wa al-Tauzi’, 1985), h. 61.
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Musyawarah tidak mungkin diwujudkan tanpa tanpa adanya kebebasan untuk
menyatakan pendapat yang dilandasi oleh semangat persamaan.®

Islam juga menekankan pentingnya mendengarkan pemikiran orang lain dan
memilih yang benar dari berbagai paadangan tersebut. Ajaran Islam menegaskan
pentingnya ruang dialog dan pertukaran pendapat yang terbuka. Namun, hal ini
harus dilakukan dengan bijaksana, memperhatiken kata-kata yang digunakan, serta
tidak melanggar pemikiran dan keyakinan orang lain. Al-Qur'an dianggap sebagai
otoritas atatthukum pertéma‘danutama dalam agama-lslam, yang menjadi landasan
bagi segala bentuk pendapat dan tindakan umat 1slam;?

Terdapat cantoh kebebesan berpendapat’ dalam AZQur’an. Allah berfirman

dalam Q.3: Af-Bagarah/2:233.

le 5 SAESmas, O 3151 Sal S s EasY 5 G ) Bl g
JLAJY L@_gMJYlumulS;Yuj}Auu@_a}quu@J)dqjl}A\
u“—yub\)‘uu djdduu)\)j\écjcﬂyddjlyYJuﬂ ﬂ‘j

lgle FUA T ) jln ol

Terjemahnya:

Ibu-ibuhendaklah menyusut.anak-anaknya selama dua tahun penuh; bagi

yang 4ngin menyempurfakan. penyusuan. Kewajiban ayah menanggung
makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. :Seseorang tidak
dibebani, kecuali sesuai<dengantkeriampuannya. Janganlah seorang ibu
dibuat menderita karena anaknya dap‘jangan pula-ayahnya dibtat menderita
karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. ‘Apabila keduanya ingin
menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetUJuan dan musyawarah
antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.*

®Japarudin, “Demokrasi Perspektif Islam Syiira dan Kebebasan Berpendapat Studi Kasus
Demokrasi di Indonesia,” El-Afkar 4, no. 2 (2015), h. 4.

Y Ahmad Fadhil and Sahrani, “Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur’an,” Al-Fath 8, no.
2 (2014), h. 306.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 50.
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seorang bapak dan ibu untuk
diperbolehkan berpendapat hendak menyapih anaknya sebelum dua tahun yang

didasari lewat persetujuan bersama dan musyawarah.

b. Prinsip Musyawarah

Demokrasi yang didasarkan pada musyawarah akan tetap terjaga. Jika tidak
ada, maka kepentingan umat hanya akan terbatas pada kekuasaan penguasa.
Keberadaan Majelis Syiira tidak ‘harus' diinierpretasikan sebagai Upaya untuk
menjauhkan kekuasaan dari peénguasa, tetapi.sepaliknya, bergabungnya anggota
Majelis Syira Sebenariya adalah untuk mendukgig pehguasa daadmenjadi
kekuatan pegting \Oagi mereka, Seorang pemimpin harus‘kembali kepada Majelis
Syira sebagabwakilaakyat: Jika tidak maka akan'berakipat @Wathi oleh rakyat:

Alak'Swi gberfirman dalam Q.S: Ali-‘Imran/3: 159:

EEGTAR TR 4| 1a8 ) Usg i SIFTRT i e TESEE

Eand ) FI e (R Gl aeSaY) 8 2a g 2 a5 e

EARERY

Terjeaahnya:

Maka, berkat rahmat Adlah-engkaus (Nabi Muhammad) berlakuy, lemah
lembutsternadap mereka< Seandainya engkau bersilkap keras dan Derhati
kasar, tentulah mereka akan suenjadh dari sekitarmu.nOleh karena itu,
maafkanlah /mereka, ohonkadlahh ampunan untuk ,mereka, dan
permusyawarahlah dengan mereka dalam sepala urusam (penting).
Kemudian /apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada
Allah. Sesuingguhnya AHah mencintai orang-orang yang bertawakal.?

Ayat ini mengajarkan pentingnya sikap lemah lembut, maaf, dan
pengampunan dalam kepemimpinan, serta pentingnya bermusyawarah dalam
segala urusan penting dan bertawakal kepada Allah setelah mengambil keputusan.

Prinsip-prinsip ini tercermin dalam ijtihad ‘Umar bin al-Khattab saat memilih

2Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 50.
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khalzfah, menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian integral dalam proses
pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana dalam Islam.

Musyawarah merupakan sendi kehidupan masyarakat sebagai prinsip yang
digunakan dan termasuk dalam syakiat. Mengenai cara bermusyawarah, perlu
dibentuk lembaga permusyawaratan.: Selain itu perlu juga ditentukan cara
pengambilan keputusan, cara pelaksanaan keputusan musyawarah, dan aspek-aspek
tatalaksana lainnya diserahkan kepada kelempok manusia yang bersangkutan untuk
mengaturnya.'®> Lembag# ;permusyawaratan ‘nilab—yang dikenal dalam ijtihad
“Winar bin al-Khattab~dengan Majelis ' Syira danw.dalama sistem Presidential
Threshold adalah, gartai politik atau gabungan/partai palitikang ‘duduk sebagai
perwakilan drDewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Abdullah Hamid Ismail al-Ansari dalam bukunya yangibetjudul “al-Syira
wa Asqrulid@ fr al-Demitkratiyah|| mengémukakan arti penting musyayvarah sebagai
berikuty “Musyawarah dapat mewwsudlan-kesatuan bangsa, mélatih kegiatan otak
dalam Derfiki', dan-sebagaimjalan'menujurkepadarkebenaran yang mengandung
kebaikan dan keberkatan’ **

Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan
derajat, kebebasan dalam memberikan <pendapat dan “hak kritik. Dengan
musyawaiah ditemukan cara uotuksmempersatukan  golongan-golongan, serta
dikembangkan tukar pikiran pendapat. Di sisi lain, esensi musyawarah merupakan
cara untuk mengetahui dan menghimpun pendapat-pendapat.’®> Olehnya dalam
sistem pemilihan umum mekanisme mengatur untuk rakyat terlibat dalam

pemilihan langsung, itu artinya rakyat diberikan kesempatan untuk mendapatkan

¥Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia,” Jurnal Cita
Hukum 1, no. 2 (2013), h. 230, doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657.

“Abdul Hamid Ismail al-Ansari, al-Syura wa Asaruha fi al-Demokratiyah, (Kairo: al-
Matba’ah al-Salafiyyah, 1980 H), h.7.

Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia,” Jurnal Cita
Hukum 1, no. 2 (2013), h. 230, doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657.
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hak dalam memberikan pendapat melalui suara yang diberikan. Sedangkan pada
mekanisme pemilihan oleh Majelis Syiira, konsultasi dilakukan bersama kaum
muslimin. Menunjukkan adanya dialog yang terjadi untuk memberikan pendapat
dan hak kritik.

Lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat pada sistem Presidential
Threshold di Indonesia saat'ini maupun pembentukan Majelis Syira pada ijtihad
‘Umar ¢bin al-Khattab mempunyal esensi yang sama. Yaitu esensi berupa
musyawarafidalam alur prgses.pemilihan pgmimpin.

Allah Swy. berfirman dalam Q.S.Al-Sytira/42¥38.

z -

R ITTNEE TP ,%AJW/ 02 o;ﬁO’/‘)—:: 1é DN I of - wo /.“a/
C3e 285yl 5 At (g) 5 aa Hal g b giall | satellgeial | Glasil fpaall g

Terjeiahnya:

Guga._lebihmbaik dan lebih. kekal bagi) ‘erang=orang.-yahg menerima
fmematuhi) seruan Tuhan dan™ melaksanakan salat, -s€dangkan urusan
meigka (dipuiuskan) dengan/ musyawarah gdisaniara smereékasmiviereka
menginflaflskkan sebagian | dari! | rezeki| lyang | Kami anugerahkan kepada
mereka.

IpnwKatstr.dalam kitab tafsirnya beliau menafasickan ayat-tersebut bahwa
suatu urusantidak diselesaikan kecuali dengan mematuhi seruamyAllah Swt. yakni
dengan cara bermusyawarah. Bermusyawarah untuk saling memberikanybantuan
dengan pendapat-pendapat dalan al-hak misalnya strategi peperangan. Rasulullah
Saw. hermusyawarah dalam kattannya depgan peperangan agar dengan itu dapat
menenangkan hatl kaum muskimin. Begite pula ketika' Umar bin al-Khattab
menjelang kematiannya saat beliau ditikam; “Umar bin al-Khattab menjadikan
penentuan urusan setelahnya melalui musyawarah enam orang, yaitu ‘Utsman bin

‘Affan, ‘Ali bin Abi Thalib, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah

5Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Jakarta:
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019),
h. 709.
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bin Ubaidullah, dan Zubair bin ‘Awwam. Hingga akhirnya terhimpunlah pendapat

para sahabat untuk menunjuk ‘Utsman.’

c. Prinsip Kestabilan (Check and Balance)

Asas check and balance bertujuan menjamin kemgrdekaan bermusyawarah
dan menghindari kezaliman yang dilahirkan gcleh kediktatoran. Prinsip check and
balance hanya berfungsi gfektif \ketika didukung “Oleh- kerangka hukum. Tanpa
prinsip ini, para pemimpin dapat berpotensi menjadi gieriter'dan meningdas rakyat.
Prinsip check @awsbalance ‘memiliki arti "membangun®Asittah "membangun”
memberikan g kesany, kemegahan | dan« kestahilan karenaseuah bangunan
mencerminkan kemegahan dan kestabilan sepanjang.wakta: ‘Oleh karena itu,
Majelis Svzra berfungsi sebagal lembaga yang memastikan kestabilan (check.dan
balance) teghadap pemerintah datam-menjatankan tuoas,pemerintahan.

Dalamwmewujudkan kestabilan pada pemerintahan diperlukan juga,peran
individu. Kestabilan politik dan sosial dalam masyarakat dapat dicapai melalui
perbaikan dan perubahan dalam perilaku, kebiasaan, dan-tindakan indivagdu.

Allah 8wt. berfirman datam.©.S-Ax-Ra’d/13: 11.

4 “ AWl 8 NF ok 28 A8 DS N Q,Q‘,,. “oa Y
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Terjemahnya:

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara
bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah.
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka
mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki

Ubnu Katsir Al-Qursyl Al-Basri, Tafsir Al-Qur’an Al-‘azim, Juz 7 (Dar Tayyibah li Al-
Nasyr wa Al-Tauzi® , 1420 H), h. 193.
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keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan
sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.8

Relevansi ayat ini dengan prinsip kestabilan dalam kepemimpinan adalah
pentingnya inisiatif dan usaha dari dalam diri masyarakat untuk mencapai
perubahan dan stabilitas. Kepemimpinan yang baik dan stabil tidak hanya
bergantung pada pemimpin‘itu sendirl, tetapi juga pada upaya dan sikap masyarakat
dalam mendukung dan berpartisipasi dalam proses perubahan positif. Ayat ini
mengajarkan bahwa, kestabilan dan kemajuan suatu bangsa atau komunitas
memerlukanykerja sama“aptaca pemimpin dan rakyat, serta usaha terus-menerus

untuk perbaikan dari kedirabelah pihak.

2. PersgdmaawmDalam Perwakilan

Pérsamaan herikutnya adalah:pada sistem Presidentiat” fhreshold,Partai
Politik Jnemiliki geeran/sebagai wakil rakyat dalam_tahapan ‘preses pemilihan
pemimpin Rresiden.dan Wakil Presitden. Sementara.pada. ijtilads"®'mai. bin.al-
Khattaby AUl HallisWa al-Adgdi-yang—tergabungadalam Majelis Syira juga
memilikisperan sebagal wakil umat dalam tahapan proses pemilihan pemimpin
(khalifah).

Kedaulatandrakyat atau demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan cara
perwakilan yang berarti rakyat akas wemiih wakil-wakilnya, yang akan duduk
dalam lembaga perwakilan rakyat:"\Wakil~wakil rakyat itulah yarg nanti akan
memperjuangkan / kepentingan-rakyat dalam kebijakan termasuk pemilihan
pemimpin.t® Pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattab, beliau bermaksud mengadakan
majelis konsultasi antara keenam sahabat agarumat Islam dapat terwakilkan dalam

melakukan konsultasi pada tingkat tertinggi dalam pemilihan pemimpin negara.?

18Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 346.

PWidayati, Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Serentak Yang Berkeadilan, h. 1-2.

2Akram ibn Diya’ al-‘Amry, ‘Asru al-Khilafah al-Rasyidah, h. 56-58.
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Fungsi utama dari lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
adalah fungsi representasi atau perwakilan. Fungsi berikutnya adalah electoral
function, dalam hal ini adalah lembaga legislatif memiliki peran dalam memilih
beberapa atau seluruh pimpinan eksekutif.?! Sedangkan Majelis Syira diantara
fungsinya adalah bersama-sama bertanggung jawab atas keputusan yang diambil
karena keputusan tersebut dilakukan oleh mergka selakuperwakilan rakyat yang
dipilih berdasarkan kemampuan dan tanggung jawab mereka.??

Allah.Swt. berfirmantdalam Q.S."Al ‘Fmran/3..104.
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G st - @t - s oso bt | 7es sy e T os o ual 8L LaY L
Sl Sl G (%5 a5 haall 5 el s Al ) e N AG) a8 (KA
O3ALa 2

Terjemahiyai

Hendaklah ada di antara [kamursegolongan Orang yang~menyeru kepada
kebejikang=menyuruh (berbuat) yang makrui=dam meghcegah darimyang
mungkar. Mereka itulah|orang-orang yang beruntung.?

Ayah ini menyorotispentingnya keterlibatanrumatatat satti*kalompok dalam
melakukan kebaikan termasuk pada pengambilan keputusanyyang bijaksana pada
pemilihan pemimpin: Dalam konteks lembaga perwakilan rakyat dalam pemilihan
pemimpin, ayat i mengandung Qentingrya memilin pemimgin yang memegang
tanggungawab untuk mengurus urusan-umat.

3. Persamaan Dalam Pengaruh Anggota

Persamaan berikutnya acalah unsur-unsur yang terlibat baik dalam lembaga

perwakilan rakyat maupun Majelis Syira memiliki pengaruh di hadapan rakyat.

2yuli Heriyanti, “Pengaruh Lembaga Legislatif dan Yudikatif Terhadap Sistem Politik di
Indonesia (Kajian Buku Analisis Sistem Politik Indonesia, Pengarang Ikhsan Darmawan)”, Jurnal
Pahlawan 3, no. 2 (2020), h. 2.

22Nur Rahma Diyani, “Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau Dari
Siyasah Dusturiyah,” Skripsi (Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2019), h. 30.

ZKementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 84.
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Pengaruh yang dimaksud di sini adalah pengaruh dalam hal pembuatan keputusan
atau kebijakan yang berkenaan dengan kebutuhan umat ataupun rakyat.

Menurut Muhammad Suhail Taqisy di antara alasan pemilihan enam
sahabat yang tergabung dalam Majelis Syira adalah mereka mewakili pusat
kekuatan di Madinah dalam hal pengaruh dan kekuatan.?* Dalam sistem lembaga
perwakilan rakyat.keberadaan partai politik memiliki tugas menjadi penghubung
yang berpengaruh dan strategis antara proses-proses pemerintahan.dengan warga
negara.?

Secara fungsiongl” lembaga legislatif dapat/ dianggap sepertiefdewan
perwakilan umat, yang pada.gilirannya disebut Ahlul-Hal\Wa al- ‘Aqdi, yaitu
keberadaan “migreka_sangat «penting - dalam “pemerintahan’\Jsiam. Bahkan telah
dipraktekkan/ oleh Nabir Muhammad.' Saw. kefika memimpis ‘pemerintahan
Madinahi.-abi Muhammad Saw. telah menétapkan dasar filesofis dari sistem
pemerintahan yang memiliki ciri:cir-demekratis. Initerlihat saatiheliau memimpin
negara \Wladifahywmenghadapi*»masalah=masaiansduniawi “yang menyangkut
kepentingan umat, dan melibatkan para sahabat untuk mencari.solust atas masalah-

masalafitersebut.28

4. Persamaan Dalam Keikutsertaan Rakyat
Persamaan yang terakhir adalah nampak pada keikutsertaan, rakyat dalam
kesempatan menyuarakan pilihan pemimpin. Pada “Presidential Threshold

pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung

2*Muhammad Suhail Taqisy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futihat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 367.

Muhamad Doni Ramdani and Fahmi Arisandi, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pemilihan
Umum Dewan Perwakilan Rakyat Proporsional Daftar Terbuka,” Jurnal Rechts Vinding: Media
Pembinaan Hukum Nasional 3, no. 1 (2014), h. 108,
repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31170.

%Akmal Firdaus, “Kewenangan Ahlul Halli Wal Aqdidalam Perspektif Al-Mawardi Dan
Ibnu Taimiyah,” Skripsi (Aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh,
2017), h. 77.
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melalui pemilihan umum. Sementara pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattab kaum
muslimin diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat terhadap calon
pemimpin yang diusulkan melalui konsultasi.

Konstitusi mengamanatkan ggemilihan Presiden dan Wakil Presiden
dilakukan oleh rakyat sacara langsung melalui mekanisme pemilu.?” Pada
konsultasi Majelis. Syiira konsultasi dilakukan juga bersama kaum Muslimin,
meminta pendapat penduduk Madinah, para pemimpin pasukan yangderkumpul di
kota, dan tokoh masyarakat-agar, mengetalui*siapa-yang diinginkan umat untuk
bersatu.?

Berikutityatakan dijelaskan mengenais perbandingan®,yangd ditinjau dari

konsep peniittian pemimpin.difihat dart segi perbedaan.

Tabel 2»=Perfedaan Piesidential-Threshold dan [jtihad ‘Umar’hin al-Khattab

Pada Kensep Pemilihan Pemimpin

No. ;“@gsm Threé@htihahr l@ﬁ\-Khiﬂab

1 | Raftai politik sebagai peserta Hanya pemimpin (k/falifak) yang

pemilifan umum mempunyai berhak mencalonkanisekaligus

hak untuk mencalonkan anggota | menunjuk anggota yang akan

yang akan menjadi wakil.datam < \iergabung dalam Majelis Syiira yang
lembaga perwakilan rakyat; derjumlah enam orang.

yaitu anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).

2. | Partai politik juga memiliki hak | Pencalonan pemimpin (khalifah)

dalam keterlibatan untuk hanya dilakukan oleh anggota yang

tergabung dalam Majelis Syiira.

Z’Fernita Darwis, Pemilihan Spekulatif Mengungkap Fakta Seputar Pemilu (Bandung:
Alfabeta, 2011), h. 37.

BMuhammad Suhail Taqusy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futithat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 369.
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mencalonkan Presiden dan
Wakil Presiden.

3. | Partai politik yang akan
tergabung dalam lembaga
perwakilan rakyat harus
memenuhi persyaratan: Pertama,
memiliki kepengurusan lebih
dari setengahjumlah provinsi di
Indenesia. Kedua, memiliki
kepengurusan &atengalqumiah
KabupatenAKofas

Anggota yang akan tergabung dalam
Majelis Syira tidak boleh termasuk
dari anggota keluarga. Hal ini
dikhawatirkan akan terjadi
pemindahan kekuasaan secara turun-

temurun.

4. | Tidak'adajaminan mengenai
kempetensi dari keselaruhan
orang-orang yang tergabung
aalamyDewan Perwakilap
Rakyat. Juga di dalamnya
bereampurantara Muslim.dan

NondViuslim.

Kumpulan,orang/darisberbagai profesi
dankeahlian yang.ada-tialam
masyarakat, yaitu para amir, hakim,
ulama, mititer, dan semta penguasa
pemimpinyang dijadikanyujukan oleh
umat dalam masalah kebutuhan dan

kemaslahatan publik:

5. | Prosesspemilihan Presiden dan
Wakil Presiden lewat jalur

pemilihan umum yang dilakukan

langsting oleh rakyat.

Proses pemilihan pemimpin dilakukan

lewat jalur musyawarah

1. Perbedaan Antara Pencalonan dan PenunjukkanAnggota

Perbedaan yang pertama adalah anggota yang menjadi wakil dalam lembaga

perwakilan rakyat yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah hasil

pencalonan partai politik yang juga sebagai peserta pemilihan umum. Sedangkan

anggota yang tergabung dalam Majelis Syira adalah hasil dari penunjukkan

langsung pemimpin (khalifah).
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Partai politik tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan pemilu. Partai
politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai hak untuk mencalonkan
anggota badan legislatif.?® Fungsi partai politik adalah sarana rekruitmen politik
(political recruitment). Partai politikdidirikan dengan tujuan sebagai mekanisme
resmi untuk memilih calon pemimpin negara pada berbagai tingkatan dan posisi.
Beberapa kader dipilih langsung oleh rakyat, sementara yang lain dipilih melalui
proses tidak langsung, seperti oleh DewanPerwakilan Rakyat atau metode lainnya.
Namun, tidak semua jabatan-dapat diisi”meldtui peran partai politik sebagai alat
fekruitmen politik.

Pada gistem Presidential Threshold dalam pemilifianénggotalegislatif yang
akan meajadt-perwakilan-didembaga perwakilandrakyat yaitm-Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) pada awalnya pelaksanaannya berbeda dengarn pemitinan Presiden
dan Wakil-Presiden. Namun seiring waktu berjalan, pada tahua-2619 ditetapkan
regulasy, baru dimana pemilihan—legisiatif | dilaksanakan ersamaan dengan
pemilihan Prasidendan\WakiiPresiden. Halini menyebabkan timbul\ketidakadilan,
sebab hanya partat politik yang lama saja (yang menjadi peserta pemilihan umum
tahun_sebelumnya).yang dapat mengusung pasangan calon Presiden, dan Wakil
Presiden. !

Jika~ ditinjau  mengenai L permbentukan . Majelis )y, Syira,  kita
mempertimbangkan kondisi politik dan sosialpada masa itu, jelas bahwa ‘Umar bin
al-Khattab merasa ragu. Dia tidak ingin bertanggung jawab atas kesalahan yang

mungkin dilakukan oleh orang lain setelah kematiannya, dan juga tidak ingin umat

29Gigit Pamungkas, Perihal Pemilu, h. 135.

30Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Membangun Konstitusionalitas Indonesia
Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi,” Jurnal Konstitusi 3, no. 4 (2006), h. 9,
www.mahkamahkonstitusi.go.id%0ARedaksi.

$lWidayati, Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Serentak Yang Berkeadilan (Semarang, 2019), h. 83.
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Islam terpecah belah. Oleh karena itu, beliau memilih solusi tengah antara
melakukan penunjukan pemimpin dan tidak melakukan penunjukan sama sekali.®2
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka jika diperhatikan relevansi dari
kedua sistem baik sistem Presidentiaigthreshold dan ijtihad ‘Umar bin al-Khattab
disimpulkan bahwa konsep pada Presidential Threshold dengan anggota yang
tergabung dalam lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPR) melalui hak pencalonan dari'Partai Politik selaku peserta pemilihan umum,
dapat dikatakan relevan dengankandisi pemeérintahan.dilndonesia saat ini. Di mana
pemimpin (Presiden dan Wakil Presiden) yang memiliKitatar belakang dominan
bukanlahahli daxiisegi pemahaman agama Islam dan ifmusiinu syar’i. Olehnya
dikhawatiFkanyika penunjukkan anggota lembagadegislatif sepefirhnya diserahkan
kepada Presiden dan Wakil Presiden, maka kemaslahatan umatitidakterjamin.
Dengan melewati pencalonan| Partal| Politik dapat geminimalisir hal
tersebut, sehab dalam Partai Politik-Setidakinya terdapat beberapa mdividu yang
memilikislatar “belakangspemahamanrisliam dansiimussyar’; yang bhaik. Sehingga
merekalah yangrfakan menyalurkan hak suaranya untuk mengusulkan calon yang
memiliki kemaslahatan untuk tergabung dalam anggotalembaga legislatif Dewan

Perwakilan Daerah (DPR).

2. Perbedaan Dalam Hak Pencalonan Pemimpin
Perbedaan/berikutnya adalah hak dalam keterlibatan untuk mencalonkan
pemimpin. Pada sistem Presidential Threshold, hak pencalorian Presiden dan Wakil
Presiden dimiliki juga oleh Partai Politik. Maksudnya adalah Partai Politik yang

tidak terlibat dalam lembaga perwakilan rakyat dalam hal ini DPR. Sementara pada

32Ade Mulyana, “Pembentukan Majelis Syura’ Oleh Umar Bin Khaththab Untuk
Menyelenggarakan ~ Pemilihan ~ Khalifah,” Al Ahkam 13, no. 1 (2017), h. 5,
doi.org/10.37035/ajh.v13i1.1752.
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ijtihad ‘Umar bin al-Khattab, hak pencalonan pemimpin (kkalifah) hanya dilakukan
oleh anggota yang tergabung dalam Majelis Syiira.

Partai politik tidak dapat dilepaskan dalam penyelenggaraan pemilu. Partai
politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai hak untuk mencalonkan
anggota badan legislatif, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Povinsi dan anggota Dgwan Perwakilan Rakyat
Daerah#Kabupaten/Kota. Selain itu' juga berhak mencalonkan pasangan Presiden
dan Wakil Presiden.®

Dalam sejarali peradaban Islam, terdapat._salah’ Satw, sistem dalamfproses
pengangkatan pemimpin di tubuhumat Islam dikenal dgngan konsep Ahlul Halli
Wa al- ‘Agdi-AMul Halli'Wasal- ‘Agdi adalah erang-orang yang.-pertugas memilih
pemimpin,lewat jalan musyawarah kemudian mengajukannya kepada rakyat untuk
dibaiat<{dinobatkan) oleh mdreka.*¥) Dapat|tipahami bahwa-proses pemilihan
termasuk di dalamnya pencalonas-pemimpin | (khalifah) hanyalak, hek dan tugas
para,anggota iViajelissSyira:

Hak keterlibatan pencalonan pemimpin baik padaysiste Presidential
Thresheald dan ijtihad “Umar binal-Khattab dilihat dari relevansinya‘adalah bahwa
konsep pencalonan pemimpin (khalialyadalah semata-mata hak para anggota yang
tergabungddalam Majelis Syura dipandang. febih baik dan relevan. Hal ini untuk
menghindari adanya campur tangan atau inteévensi dari pihak lain yang tidak terlibat

langsung dalamdproses musyawarah atau pengusungan calon pemimpin.

3. Perbedaan Dalam Persyaratan Anggota

3Widayati, “Problematika Presidential Threshold Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Serentak Yang Berkeadilan.”, h. 3.

¥ Ahmad Abdul Mujib, "Implementasi Konsep Ahl Halli Wa Al-’Aqdi Al-Mawardi Dalam
Proses Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR", Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN
Walisongo, 2015), h. 34.
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Perbedaan selanjutnya adalah dari sisi persyaratan yang harus ada dan
terpenuhi dari anggota yang akan tergabung pada lembaga legislatif atau lembaga
perwakilan rakyat pada sistem Presidential Threshold dan anggota Majelis Syiira
pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattab.

Perbedaan pesyaratan antara. Keduanya /adalah pada sistem Presidential
Threshold, Partal Politik yang akan'tergabung/calam lembaga perwakilan rakyat
harus memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, partal memiliki kepengurusan
lebih dari setengah jumtaipovinsi di “Indonesia.-Kedua, setiap provinsi partai
memiliki kepengdrusan-seteéngah jumlah’kabupaten/&kotd.*

Dalam Sistem Presidential. Threshold yang diterapkan, di Indonesia tidak
memperhatikafg™pengantisipastan adanya kepentingan hubuprgan keluarga atau
kerabat dekat. Juga dalam persyaratan anggotatyang terlibat «alam lembaga
legislatif.sebagai lembaga perwakilanrakyat tidak disebutkan sgeara eksplisit. Hal
ini memicu timbulnya nepotisme atau ketidakadilan untuk memanfaatkan keadaan
bagi, kepentingan«tertentummiNepotisme 'menurutsikamus-Besar (Bahasa JIndonesia
adalah tindakam™ mementingkan atau menguntungkan samak saudara sendiri,
terutama dalam pemerintahan.

Sebaliknya ‘Umar bin -akKbaitab dalam djtihadaya pada pemilihan
pemimpind (khalifah) saat mendirikan< Majelis Syura beliau menolak untuk
menunjuk anaknya “Abdullah bia ‘Umar sebagai salah satu anggota yang terlibat.
Disebabkan kekbawatiran beliau akan terjadi pemindahan kekuasaan secara turun-
temurun.®” Ini menunjukkan kehati-hatian beliau untuk menghindari nepotisme

atau penunjukkan berdasarkan hubungan keluarga semata.

%Sigit Pamungkas, Perihal Pemilu, h. 135-136.

%pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.
1.001.

$"Muhammad Suhail Taqusy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futithat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 366.
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Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa’/4: 135.
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi
karena Allah, walaupun keésaksian itu memberatkan dirima sendiri, ibu
bapakmu, atau kerabaima, Jika dia (yang diberatkan dalamdkesaksian) kaya
ataumiskin, Allah™ebin layak™ tahu™ (kemaslahatan) <keduanya. Maka,
janganlah kamuoy mengikati hawa nafst” karena g4ngin“menyimpang (dari
kebenaran) ,Jikakamu memutarbalikkan (kata:kaia) atau berpaling«(enggan
menjagli saksi); sesungguhnya Allah Maha Telityterhadap segala apa yang
kamu kerjakan.=®

Ayat ani Tmengajarkan umat Islam untukémenjadi penggak keadilan-yang
adil, tidak gMemihak, dan tidak terpengaruh oleh hubungan keluarga dalam
penganbiai keputusan atau penunjukan anggota. Hal ini penting ugiuk mencegah
nepotisme dan memasiikan bahwa-yang-dipilih adalahyberdasarkairkualifikasi dan

integritas-yang, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Perbedaan Dalam Ambang Batas

Perbedaandberikutnya adalah bahwa pada sistem:Presidential Fhreshold
dikenal dengan adanya penerapan. ambang batas perolehanisuara yang harus
diperoleh oleh partai politik “dalam pemilinan sebagai syarathuntuk dapat
mengajukan caloa Presiden dan‘Wakil Presigen. Sementara pada ijtihad ‘Umar bin
al-Khattab mengenai ambang batas ini tidak dikenal.

Ketentuan Presidential Threshold yang diatur pada Pasal 222 UU No.7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah “Pasangan calon diusulkan oleh
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi

persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi

38Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 134.
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DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional
pada pemilu anggota DPR sebelumnya”.%°

Di sisi lain dengan adanya penerapan ambang batas Presidential Threshold
pada pencalonan Presiden dan WakiisPresiden nampaknya sudah menimbulkan
perselisihan antar rakyat dan pemerintah selaku pembuat aturan. Selain timbul
perselisihan, timbul pembatasan hak: partai politik, juga terjadi kerancuan hukum.
Hal inigkarena hastl\perolehan suara pemilu DPR yang sudah digunakan pada
pemilihan Presiden dan Wak-Rresiden tahun sebelumnya akan digunakan di tahun
berikutnya. Dengap itursidah bisa diperkirakan siapé.saja-yang bakal maju untuk
mengusting c¢altn Presiden ‘dan Wakil Presiden.*® Dalam Ad5Qur’an Allah Swt.
melarang.adanya‘perselisthan:

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia ketentuam ) threshold dalam
pelaksaidanpemilu difungsikan untuk mengurangi jumlah peserga pemilu misalnya
jumlahy\parpol yang duduk di [lembaga—perwakilan_dan jungla, parpol dalam
pencalohan yPresidensdans\Wakil Presiden:*‘»Dalamefungsi 1€4islasi, hanyaknya
partai yang ada«dalam parlemen dapat mengakibatkan sulitnya,konsolidasi.

Kriteria khalifah yang disebutkan dalam Islam merujuk padaasal atau suku.

Berdasarkan hadits rasulullah Saw.

39Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum, h. 147.

408iti Zahrotul Rofi’ah, “Tinjauan Fikih Siasah Terhadap Penentuan Presidential Treshold,”
Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel Fak. Syari’ah dan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Tata
Negara, 2018), h. 10-11, core.ac.uk/download/pdf/160611606.

“INi’matul Huda, dkk., Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas, h.
90.
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Artinya:
Dari Anas, bahwasanya Nabi Saw. bersabda: Para pemimpin itu berasal dari
suku Quraisy. Jika mereka memerintah; mereka berlaku adil; jika mereka
membuat perjanjian, mereka memenuhinya; dan jika mereka dimintai belas
kasihan, mereka menunjukkan belas kasihan. Bapang siapa di antara mereka
yang tidak melakukan haltersebut, maka atas mereka laknat Allah, malaikat,

danseluruh manusiaeJ idak diterima dasi‘mereka amal fardu maupun amal
sunnah: (Riwayat Abu Rawud).

Hadits tersebui menegaskan bahwa seorang k#alifalyharus berasal dari suku
Quraisy. Rapat dipahami bahwa terdapat pembatasan, di-mana dalam konteks ini
Syarai seorang. khalifah dibatasi hanya. yang berasalfdari satu Suku gyaitt suku
Quraisy:

Namupn berbeda halnya dengan ketentuan PresidentialyThreshold yang
berlaku_di-fxdonesia. Pembatasen.yanag-dimaksud pada PresidentialvThreshold di
Indonesia berfokus pada ambang batas persentase partai palitek untukbisa
mengusungscalon Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga apabila peneliti tetap
mengkolerasikan@ntara syarat khalifah harus dari suku Quraisy, itu sama, halnya
peneliti berpandangan bahwa calon Presiden-dan Wakil Presiden,harus berasal dari
satu suku, misalnya suku Jawa. KFalini dapat rnemicu munculnya diskkiminasi yang
dapat mengakibatkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat.

Diskriminasi adalah tindakan yang  tidak adil terhadap individu atau
kelompok tertentu, biasanya berdasarkan kategori seperti ras, etnis, agama, atau
kelas sosial. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 mengatur tentang

penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang didefinisikan sebagai segala bentuk

“2Abi Dawud al-Tayalisi, Musnad 4bii Dawud al-Tayalist (Cet 1; Mesir: Daru Hijr, 1419
H/1999 M), h. 595.
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pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis
yang menyebabkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau
pelaksanaan hak asasi manusia serta kebebasan dasar secara setara dalam bidang
sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.*®

Dalam analisis qiyas, keduanya melibatkan prinsip pembatasan yang
berbeda. Pemerintah Indonesia mendasarkan Aukumnya pada konstitusi, dengan
prinsip kesetaraan di depan hukum @dan penegakan hak asasi manusiasuntuk semua
warganya. Qleh karena itu; pembatasan kh«lifzth berdasarkan suku Quraisy dalam
tradisi Islam tidak,memihki status hukum yang-diterapkan, secara formai“dalam

hukum nasional’ lndenesia.

5. Parbedaan Balam Kompetensi /Anggota

Perbetiaansselanjutnya adalah-dilihat dari para_iadividu Yaag terlibat atau
tergabungbaik dalam.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).pada Sistei Presidentiad
Threshold daq AhlulHalli Wa al ~#qdi datam Majelis Syirq pada ijtihad ‘Umar bin
al=Khattab,

Padasistem Presidential Threshold tidak ada jaminan mengenai kompetensi
dari&keseluruhan grang-orang yang tergabung dalam Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Bahkan di dalamnya bercamputberbagal agamea dan keyakinan. Sementara
Ahlul Hallt Wa al- ‘4gdi adalah kimpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian
yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua
penguasa dan ‘pemimpin yang dijadikan rujukan oleh tumat dalam masalah

kebutuhan dan kemaslahatan publik.**

43Salma Aisha dan Malika Baby Natasha, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Diskriminasi Di Indonesia,” MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur 2, no. 1
(2024), h. 411.

44Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah) (Bandung:
Pustaka Setia, 2012), h. 256.
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Kaitannya dengan keikutserataan dari orang-orang yang terlibat dalam
konsultasi untuk mengusung dan memilih pemimpin terdapat perbedaan. Pada
sistem Presidential Threshold tidak ada jaminan mengenai kompetensi dari
keseluruhan orang-orang yang tergabuig dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mayoritas kebanyakan di dalamnya masih tergolong awam. Artinya orang-orang
yang bukan ahlitatau memiliki latar belakang khususnya dalam bidang ilmu
Syariahs, Perbedaan \keyakinan juga menjadi faktor yang berpengaruh pada
kebijakan “dan dingmika“=dalam " pemilihan /pemimpin. [Padahal masalah
kepemimpinan sahgat eratdibutuhkan untuk kemaslahatamkaum muslimingSeperti
yang disebutkan akMawardimengenai misi dan tanggurgyjaiwéh pemimpin.*

a. Memelinaraagama sesuai«dengan prinsip-prinsipnya

b. Memutuskan perselisihan diantarapihak yang berselisih

c. Mepegakian hukum Allah

d. Memberikan perlindungan dan-menjaga-kehormatan wanita

e. Melihdunai wilayah-danrkeamanan

f. Memimpin jihad

g. Meagumpulkan zakat dan sedekah sesuai dengan syariat

h. Menunaikan‘hak-hak kepada'yang-pantas. menerima dari Baitul Mal

i. Menjaga perekonomian

j. Membuat keputusan bijaksana dengan mempercayai orang-orang yang jujur dan
mendengarkan nasihat dari mereka dalam mengelola urusan dan keuangan

k. Membela umat islam

Sementara pada Majelis Syiira semua yang terlibat adalah orang-orang yang
memiliki pendapat (ra 'yu) dan hikmah yang dengan keduanya dapat memilih siapa

yang paling baik untuk menjadi pemimpin serta paling kuat dan pandai mengurus

“SAbi al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Basri al-Bagdadi, al-4hkam al-Sultaniyyah li al-
Mawardr (al-Qahirah: Dar al-Hadis, 1431 H), h. 40.
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kemaslahatan umat. Mereka termasuk sahabat yang masuk Islam di awal. Dan
termasuk dalam sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga.*®
Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 58.
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Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah<tmenyuruh “kamu ymenyampaikan @amanah kepada
pemiliknya. Apabila=kamu menetapkan ~hukum didantara manusia,
hendaklah kamu “tetapkan secara adil’(Sesimgguhnya Allah memberi
pengajaran , yang “paling baik Kepadamu.*Sgsunaguhnya Allai®Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.*’

Ayat-ini. mengajarkan wntuk menunaikandamanair” depgan baik kepada
pemiliknya darr menetapkan hukum secara adil dalam mengambilNkeputusan. Ini
relevan Jala konteks pemilihanpemimpif,di mana'keadilan daa-ifitegritas harus
diutamakan untuk memenuhi tanggung jawab dengan baik sesuaiajaran Allan.

Husain, bin Muhammad-At=Mahdi-mengatakan bahwa jpentilihan orang-
orang yang ahli dalam memberikan pendapat memiliki keutamaasn.-

a. Sangatimemperhatikan kepentingan umat Islam dan tidak mengaimbil keputusan
vang tidak jelas kebenarannya karena:dapat membahayakan kaum muslimin

b. Ahli dalam memutuskan atau memecabkan masalah, serta mampu memberikan
nasihat

c. Memiliki pengalaman dan pendapat yang-hijaksana

d. Allah akan memberi petunjuk kepada pemimpin dan rakyatnya menuju
kebenaran jika mereka jujur dalam berkonsultasi dan bermaksud untuk

kepentingan umum

4Muhammad Suhail Taqtsy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futihat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 367.

47Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 118.

“8AI-Qadi Husain ibn Muhammad Al-Mahdy, al-Syiira fi al-Syari ati al-Islamiyyah, h. 212-
213.
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e. Mampu berijtihad terhadap masalah-masalah yang muncul

6. Perbedaan Dalam Proses Pemilihan

Perbedaan yang terakhir adalah pada saat pemilihan pemimpin. Pada sistem
Presidential Threshold pada awal peacalonan atau pengusungan calon Presiden dan
Wakil Presiden dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui jalur
musyawarah, namun pada ‘akhirnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
melewati,jalur pemiliban umum yang dilakukan langsung oleh rakyat. Sedangkan
pada ijtihad *Umar bin altKhattab dari aweal_hingga-akhir pemilihan pemimpin
dilakukan lewat jalur enusyawarah mulal dari Mayelis“§yurd*hingga kepada rakyat
dengan diadakainye konsultasi.

Jika disimpudkan dari kedua sisi yaitu sistem Piesigential Thresholdsdan
ijtihad ‘Umarbin al-Khattab dalam konsep pemilihan pemimpie;, maka konsep yang
dianutadatal) antara konsep demokrasi dan kansep syzra (musyawalah).

Kasman Bakrysmengatakan-babwa-terdapat ‘banyak sisi perbedaan antara
syare daa_gdemokrasi walau beberapa pendapat menyamakan'antara keduanya.
Syira dimakpai'dengan meminta pendapat (zalab al-ra *y7) yaitu,sebuah mekanisme
pengambilan pendapat dan mertpakan hagtan dari proses sistem pemerintahan
dalam Islam. Sedangkan demokrast adalah’ kumpulan ketentuan untuk seluruh
konstitusi; undang-undang, dan-sistem.pemerintahan,, sehingga bukan sekedar
proses pengambilan pendapat.*

Adapun‘perbedaan syzra sebagai dasar pemerintahan’ Islam dengan sistem
demokrasi adalah:®°
a. Syura terbatas pada permasalahan yang tidak memiliki dalil tegas atau

permasalahan yang memiliki dalil tegas namun ditunjukkan dalam indikasi yang

#9Kasman Bakry, “Konsep Sytira Dalam Al-Qur’an,” Nukhbatul "Ulum: Jurnal Bidang
Kajian Islam 4, no. 1 (2018), h. 79-80, journal.stiba.ac.id.

0Abdul Hamid Isma’1l al-Ansari, al-Syira wa Asaruha fi al-Dimugratiyyah (Cet. 1lI;
Beirit: Mansyurat al-Maktabah al-‘Adariyyah, t.th.) h. 427-428.
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memiliki beberapa pemahaman. Ibnu Hajar al-* Asqalani berkata: “Musyawarah
dilakukan apabila dalam suatu permasalahan tidak terdapat dalil-dalil syar’i
yang menyatakan hukum secara jelas dan berada pada hukum mubah, sehingga
mengandung kemungkinan yang saima antara melakukan atau tidak. Sementara
permasalahan yang hukumnya jtelah diketahui, maka tidak memerlukan
musyawarah.”t\ Adapun pada demokrasi, undang-undang mengatur
kewenangannya namun undang-undang tersebut rentan akan perubahan.

b. Syira senantiasa terikat,deagan nilai-nilai yang bersumber dari agama, bersifat
tetap dan tidak terpengaruh dengan berbagai perubahankepentingan daatujuan.
Dan akan menratapkan hukum di atas kemaslahatan-timédi’ Adapun demokrasi
justruberpegang padayailai-nilal yang relatif nishi kareha dikontrol cleh
bermaGam,/ kepentingan dan tujuan. yang diinginkan olgh) suatu kelompok
mayeiitas:

c. Batasan-patasan syar’i pada Majelis-Syuira telah ditetapkansdan tidak boleh
dilangaan, “Adapundemokrasi‘tidak mengenai-dansmemitiki ‘batasan yang tetap.

d. Kriteria ahlusSyira sangat berbeda dengan kriteria para kenstituen dan anggota
parlemen yang ada dalam sistem demokrasi. Dalam, sistem demekrasi setiap
warga negara memiliki kedudikan<yang-sama dalam mengemukakan pendapat,
baik kafir, fasiky ataupun <sekalei’ “Adapun ahlu syira “dikenal dengan
kesalehannya dalam menegakkan aturan-aturan AMlah Swt., bukan pelaku
maksiat yang tidak berusaha menahan diri dari kemungkaran.

Persamaan yang mencolok dari kedua sist antara sistem Presidential

Threshold dan ijtihad ‘Umar bin al-Khattab dalam konsep pemilihan pemimpin

adalah adanya konsep perwakilan. Dimana lembaga legislatif dalam hal ini Dewan

%1Zainuddin Abi al-Faraj ‘Abdurrahman ibn Syihabuddin al-Baghdadi al- Dimasyqi al-
Syahir bi ibn Rajab al-Hanbali, Fathu al-Barifi Syarhi Sahih al-Bukhari, Juz 111. (Cet. II; Dammam:
Dar Ibni Al-Jauzi, 1425 H) h. 3291.



75

Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Syira atau diistilahkan dengan Ahlul Halli
Wa al- ‘Agdi memiliki peran yang sama yaitu sebagai perwakilan rakyat. Yang
membedakan adalah prinsip, kriteria, dan aspek-aspek yang terkandung di

dalamnya.

B. Perbandingan Presidential Threshold dan ljtihad £Umar bin al-Khagtab

Ditinjau Dari Mekanisme Péngusungan Calon Pemimpin

Menurut Kamus Besar Bahasa indonesia mekanisme dimaknai sebagai cara
kerja suatu organisasi.peckampulan, dan sebagainya.

Mekanisme..adalah ¢serangkaian "langkah yang..digdnakansoleh sebuah
perangkat iniuk menyelesaikan masalah terkait proses kérja, heffujuan mencapai
hasit*optimal gan mengurangi kemungkinan kegagalan. Asal ‘katanya dari bahasa
Yunani=meghane™ (instrumen afaumesinpengangkat beban) daa**mechos™ (sarana
atau cara imenjalankan sesuatu). Menurut KBBI, mekanisme beraxti cara kerja,
Khususnya @atam_Konteks mesin-yang beroperasi melalui Sistemadtertentu, dengan
memperhatikan fungsi setiap bagian secara menyeluruh. Seeara Umuim, mekanisme
adalah preses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan olek individu %

Berikut akan dijelaskan mengenai perbandingan antara sistem Presidential
Threshold @t Indonesia dan tiad<‘Umar bin al-Khattab yang ditinjau dari
mekanisme pengusungan calon’ pemimpin dilihat dari segi persaman dan
perbedaan.

Meninjau perbandingan antara mekanisme pengusungan calon pemimpin
dalam sistem Presidential Threshold dan ijtihad pemilihan (khalifah) oleh ‘Umar

bin al-Khattab, terdapat perbedaan dan persamaan yang dapat ditemukan. Dengan

S2Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 935.

3Prabowo Prasetyo, “Prosedur dan Mekanisme Ekspor Wooden Furniture Milik Cv.
Kalingga Jati Furniture Oleh Pt.H-Transakti Semarang,” Jurnal Sains Dan Seni ITS 6, no. 1 (2017),
h. 4, repository.unimar-amni.ac.id/id/eprint/2697.
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mempertimbangkan dengan cermat, perbedaan yang signifikan antara keduanya
dapat terlihat. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, juga terdapat persamaan
antara keduanya, meskipun dalam skala atau intensitas yang sedikit berbeda dari

segi aspek atau karakteristik.

Tabel 3. Persaraaan Presidential Threshold dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khattab

Pada Mekanisme Pengusungan Calon Pemimpin

esidenti IM‘ - ? ti)(adLUmar %Khaﬂﬁb
No. \ /a\ g’ ) 2

1 Calon Pregigenrdan-calon Wakil '| Calon pemimpin(thalifah) diusglkan
Presidendiusdikan oleh Partai 0leh anggotalsebagat yang'terlibat
Politikatau Gabungan Partai dalam Maijelis Syiira.

Palitik sebagatpihak yang
tertibahdalamglembaga legislatif
atatfembaga perwakilan rakyat.

2 Mendapatkan persetujuan.dari Permintaan,komitmet tintuk setuju
cedon yang-bersangkutan: dari caiondengan jawieban

kesanggupan mengembar tugas sesual
dengan Al-Qur’n dan al=Hadits.

1. Persamaan Dalam Keterfibatan
Persamaan’ dalam mekanisme pengtsungan calon pemimpin baik pada
sistem Presidential Threshold dan ijtihad ‘Umar bin al-Khattab tampak pada pihak
yang terlibat dalam proses pengusungan calon pemimpin. Pada sistem Presidential
Threshold calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik sebagai pihak yang terlibat dalam lembaga legislatif

atau lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattab
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calon pemimpin (khalifah) diusulkan oleh anggota yang terlibat dalam Majelis
Syiira.

Pada pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum disebutkan “Calon Presiden dain Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu)
pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik™.>*

Pasal di atas merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan
calon Presiden dan Wakil Presidenidi Indonesia. Oleh karena itu, keabsahan atau
legitimasi yang diperoleh olel pasangan calon Presiden dan AWakil Presiden di
Indonesia berasal dari dukdngan partai politik ataugapungan partai politik, yang
merupakan langkali"yang diambil sebagal hasil dari prinsfppemerintahan yang
demokratis.>

Begitu pula dalamMajelis Sy:ra pada proses atau mekanisme pengusungan
calon peiimpin (khalifah) di antara tahapan yang dilewati adalai-memutuskan dua
calon pemtmpin yang termasuk dari-keenam sahabat yang telah digilik sebelumnya
yaitu ‘Albin*AbiEhalibrdan Utsman bin“Affan:>*Keputusan i hasil dari usulan-

usulan dari parassahabat sebagal anggota dalam Majelis Syira.

24" Persamaan/Dalam Persetujuan Calon Pemimpin
Persamaan berikutnya adalati-terdapat pada persetujuan calon pemimpin
bersangkotan yang /diusulkan “oleh” pikiak <yang terlibat baik ‘dalam lembaga
perwakilan rakyat/pada sistem Presidential Threshold maupun dalam Majelis Syiira

pada ijtihad ‘Uinar bin al-Khattab.

4Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Pasal 221, h. 147.

%51zzal Toriqul Farhan, “Ashabiyah Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pasal 221
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Skripsi (Malang: Fak. Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h. 61.

5Muhammad Suhail Taqusy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futithat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 370.
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Pada sistem Presidential Threshold, sesuai pasal 224 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi
“Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis
dengan bermaterai cukup yang ditandatangai oleh Pimpinan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon”/*’ Pasal ini sebagai aturan yang
ditetapkan mengenai persetujuan calon yang diusulkan.

Sementara pada ijtihad ‘Uniar binval-Khattab, Majelis Syiraqyang diwakili
oleh ‘Abdurahman bin ‘Aufmelakukan tanya jawab-bersama dua calon pemimpin
(khalifah) yang telah divswikan yaitu' ‘Ali bin Abi Thalib das ‘Utsman bineA ffan.
Beliau bertanya, kKepada kedua ‘calon tersebut dengan/pertariyaan sanggup
mengembang~tigas_sesuai, Al-Qurian dan al=ladits.5® Dapaf-dipahami bahwa
proses meinastikan persetujuan atau kesepakatan dart calon yang bersangkutan juga
dilakukail=iteskipun dengan Kansep yeng berbeda tapi dengan gaaksud dan esensi
yang sama.

Allah Swt. perfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 1
olas e & G V) e At A1 i S5l Mg sial Gl

&
El

355 L AR &) A gl ailal

Terjemahaya:

Wabhai orang-orang yang beriman, pehuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu
hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya)
dengan tidak menghalalkan berburu Katika kamu sedang berihram (haji atau
umrah). Sessgungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia
kehendaki.

Ayat ini menekankan pentingnya memenuhi janji dan komitmen. Dalam

konteks persetujuan calon pemimpin, ini berarti setiap calon harus memenuhi

5’Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Pasal 224, h. 148.

8 Abdurrahman ibn Abi Bakr Jalaluddin as-Suyiti, Tarikh al-Khulafa, h. 122.

S9Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 143.
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persyaratan dan janji yang telah disepakati, serta dipilih berdasarkan keadilan dan

integritas tanpa memandang status atau hubungan pribadi. Pemilihan harus

dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Berikutnya akan dijelaskan dnengenai perbandingan yang ditinjau dari

konsep mekanisme pengusungan calonpemimpin dilihat dari segi perbedaan.

Tabel 4. Perbedaan Presidential Threshold dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khattab

Pada Mekanisme Pangusungan.CatonPemimpin

v N7 =20 r v
5 Pres'ﬁgn@‘d, r'esZoIdII F 1 Ijt'&:}%‘ém bin al-Kh

1 Mekanismeipengusungan calon | Mekanisme pengusv¥ngancalon

pemimpin dalam sistem pemimpin (khalifal) didasarkan pada
Presidential Threshold diatur nilai-nilaidstam dan sangat

Gteh bpdang-tundang yang memperhatikan prinstpzprnsip
berlaky yangstermuat dalam keadilan.

pasad-gasalnyayserta diatur
dadamperaturan komisi
pemilihan'umum selaku yang
berwenang dalam proses

pemilihan'tmum

2 Pasangan Calon diusulkan< sl Pengusungan calon pemimpin
Partai Politik| atau Gabungan W (khalifah) sama sekali tidak

Partai Politik | peserta ~pemilu | didasarkan pada persyaratan ambang
yang memenuhi persyaratan | batas dukungan rakyat atau kaum
perolehan kursi paling sedikit | muslimin pada salah satu anggota
20% (dua puluh persen) dari | Majelis Syira.

jumlah  kursi DPR  atau
memperoleh 25% (dua puluh

lima persen) dari suara sah
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nasional pada pemilu anggota
DPR sebelumnya.

Proses penentuan calon pemimpin
(khalifah) tidak hanya melalui
konsultasi antar anggota Majelis

3 Penentuan calon Presiden dan
calon Wakil Presiden dilakukan
dengan cara demokratis dan
terbuka, akan tetapi hanya Syura, akan tetapt proses konsultasi
dibatasi pada Partai Politik dan " juga‘dilakukan bersama rakyat kaum
Gabungan Partai Polittk yiang Muslinrin.

akan mengusulkan:

4 Unsur-unsuf afay kalangan yang | Para sahabat=yang tergabungdalam

tergabung dalam.Partai.Politik Majelis Syara-seturuhnya memiliki
atatl Gabungan PartaiPolitik keutamaan juga merdpékan pemuka
tidak didominasi @leh pemuka agama.

agama.

5 Dalaraproses pengusungan
calen-tidak'berlakukan

pertanyaan untuk siap

Bertanya kepada ketua calon dengan
peftanyaan sanggup mehgemban tugas

sesual dengan al-Qurfan-dan al-Hadiis.

mengembang tugas sesuai

dengan Al-Qur’an dan Stunnah.

1. 4Perbedaan Dalam Rujtkan
Perbedaan yang pertama:antara sistem Presidential, Threshold dan ijtihad
‘Umar bin al-Khattab adalah dilihat dari rujukan atau dasar dalam mekanisme
pengusungan calon pemimpin. Mekanisme pengusungan calon pemimpin dalam
sistem Presidential Threshold diatur oleh undang-undang yang berlaku yang
termuat dalam pasal-pasalnya, serta diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum
selaku yang berwenang dalam proses pemilihan umum. Sementara pada ijtihad

‘Umar bin al-Khattab mekanisme pengusungan calon pemimpin (khalifah)
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didasarkan pada nilai-nilai Islam dan sangat memperhatikan prinsip-prinsip
keadilan.

Dalam sistem Presidential Threshold untuk mekanisme pengusulan calon
pemimpin yaitu Presiden dan WakilgRresiden telah tercakup dan diatur dalam
undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang
Dasar juga dilihat sebagai landasan kehiclupan politik suatu negara yang mengatur
berbagai, aspek kehidupan bernegara, termasuk perluasan partisipasi politik,
memberikan,kekuasaan 1edislatif kepada rakyat, dan_menolak kekuasaan yang
oteriter.5

Dengan‘pentahaman tersebut, kita menyadari bettfl bamwa Undang-Undang
Dasar memitiki'peranan sentral dalam penyelenggaraan negara’Bahkan, Undang-
Undang DRasar menjadi titik pijak|bagi politik hukum yang_bertanggung jawab
dalam migmbentuk sistem hukuminasiohal untuk mencapai tujuas negara. Disebut
sebagaktittk,pijak bagipolitik huksm! dan-sistem hukum nasiopakkarena Undang-
Undang\Basar bukanshanyarberisi'pasal=pasal'yangrierdapat dalem feksnya, tetapi
juga pembukaan yang memuat tujuan dan cita-cita negara, bahkan landasan
filosofis'negara Indonesia, yaitu Pancasila.®

Sementara pada ijtihad< <Wmar <pin al-Khattab yaturan mekanisme
pengusungan calon pemimpin merujuk pada nilai-nilal Islam yang terkandung di
dalamnya. Figh yang membahas tentang ‘masalah perundang-undangan negara
disebut dengan  al-Siyasah al-Dustariyyah. Pada al-Siyasah al-Dustariyyah
mengandalkan pentingnya menetapkan hubungan antara penguasa dan warga yang

diperintah agar bisa menyelaraskan antara kekuasaan penguasa dan kebebasan

80M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi Di Indonesia,” Yustisia Jurnal Hukum 2,
no. 3 (2013), h. 119, doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168.

®1Ricca Anggraeni, “Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam
Pembentukan Undang-Undang,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 3 (2019), h. 284,
10.14710/mmh.48.3.2019.283-293.
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warga yang diperintah. Bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, tampak bahwa
pemerintahan Islam bersifat berkonstitusi dan bahwa keputusan di dalamnya tidak
tergantung pada individu tetapi kepada umat yang diwakili dalam pelaksanaan
keputusan.®?

Masalah dalam figh al-Siyasah adalah ‘hubungan antara pemimpin dan
rakyatnya di satu sisi, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat di sisi
lainnyaaOleh karenaiitu, dalam fikih al-Siyasah konstitusi biasanyasdibatasi pada
pembahasanypengaturan ‘hukein dan”perundang-undangan yang'berkaitan dengan
urusan  kenegaraan,_“tlengan mempertimbangkan/ prinsip-prinsip_«agama,
mewujudkan kemastahatan manusia, dan memenuhi keBttunannya. %

Syartailslam telahimenctapkan batasan-batasan syactiyang bersifat tetap
dan tidak,boleh dilanggar dan akan kekal selamatlslam ada “‘Adapun demokrasi
dalam Ralzin+undang-undang memiliki batasan yang tidak tetap. Artinya aturan-
aturan yang'dibuat dalam undang-undang-akan senantiasa berevolusi**

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 48.

0% R <y U IRV EE AERIE S V1 E N R S R I
R NPHE N | PR SRR IR UL PPN TR ST PE
IO N 288 . Bt o Qs o s f
(A A48 K LG ASES aied 2Sea e dll )

Terjemahnya:

Kami telah 'menurunkan kitab suci (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi
Muhammad) dengan {membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab
yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran
terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang

62 Abdu al-Wahhab Khilaf, al-Siydsah al-Syar’iyyah Fi al-Syuiin al-Dustiriyyah waal-
Kharijiyyah waal-Maliyyah (Cet. I, Daru al-Qalam, 1408 H/1988 M), h. 31.

83A.Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari’ah, (Jakarta,
Kencana, 2004), h. 47.

4Kasman Bakry, “Konsep Sytira Dalam Al-Qur’an,” Nukhbatul *Ulum: Jurnal Bidang
Kajian Islam 4, no. 1 (2018), h. 80, journal.stiba.ac.id.
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diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka
dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk
setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat
(saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia
anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat
kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia
memberitahukan kepadamu apawyang selama ini kamu perselisinkan.%

Ayat ini_menegaskan pentingnya mernujuk kepada Al-Qur’an sebagai
sumber utama dalam menetapkan hukum dan Kkeputusary menghindari mengikuti
hawa nafsu. Dalam konteks perbedaan rujukag; ini berarti bahwa sgtiap keputusan,
termasuk datam memijtih pemimpin, harus becgasarkan prinsip4prinsip yang diatur
dalam Al-Qur’an, iemagstikan keadilan dan kebenaranzSerta menghindarigpengaruh
kepentingan.prigacdh atau kelompok.

Namun di sisi lain“hukum Islam bersifat fleksibel. sHukuin Islam_bersifat
fleksibel damuniversal karena mencakup semua aspek kehidupan manusia, seperti
masalah kemanusiaan,.kehidupan jasmani dan rohani,serta-hubdnganantar.sesaiia
makhlule.®

Odefnya peneliti beranggapan bahwa undang-undang yaag.menjadigiujukan
dalam mekanisme pengusungan calon pemimpin di Indonesia dapat dikatakan
relevan dengan kondisi sistem pemerintahan di Indonestaisaat ini. Dengan catatan
selama tetap_sesuai dan tidak metenceng dari syariat Islam, terlebih masyarakat
Indonesia yang mayoritas beragama Islarm. Terbukti dengan adanya beberapa
persamaan dari £ mekanisme -pengusungan calon pemimpin dalam sistem
Presidential Threshold dan ijtihad ‘Umar bin al-Khattab yang telah dijelaskan

sebelumnya.

2. Perbedaan Dalam Penerapan Ambang Batas Pencalonan

85Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 156.
6Syafei Rachmat, “Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem
Pemerintahan Modern,” Jurnal Mimbar, no. 4 (2000), h. 6, doi.org/10.29313/mimbar.v16i4.24.
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Perbedaan selanjutnya adalah penerapan ambang batas pencalonan Presiden
dan Wakil Presiden yang diterapkan pada sistem Presidential Threshold tidak
dikenal dalam mekanisme pengusungan calon pemimpin (khalifah) pada ijtihad
‘Umar bin al-Khattab.

Berbagai polemik ditemukan dalam peherapan ambang batas ini yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang Pemilihan
Umum.¢Pasangan Calon diusulkanoleh Partai Politik atau GabungamPartai Politik
peserta pemilu yang menteithipersyaratan gerolenankursi paling sedikit 20% (dua
puluh persen) dagt jumtah karsi DPR atau memperalef25%(dua puluh limagpersen)
dari suara sah natidnal pada pemilu anggota DPR sebelutfinya”,%’

Dalamspraktik sistem presidensial diwlndonesia yang smenganut sistein
multipartai, terbentuknya koalisi antar partai untuktmengusungicaton presiden dan
wakil pigsiden secara langsung menjadi kebutuhan. Hal ini=disehabkan oleh
sulitnya, sisiem multipartai Untuk—menghasilkan | partai yangs, memenangkan
mayoritas Suara secaraslangsung:"Oleh karenamituprkoalisi-dipariukan agar calon
presiden yang tefpilin mendapatkan dukungan kuat dari parlemen.®®

Sementara dalam mekanisme pengusungan calonpemimpin (kkalifah) oleh
Hitinad ‘Umar bin al-Khattab, tidak<dikenaladanya sistem ambang batas. Seluruh
anggota dalam Majelis Syara memiliki fiak<y/ang sama dalam memberikan pendapat
serta usulan terhadap calon pemimpin (khalifah) yang diusung. Hal ini berangkat

dari prinsip persamaan. Bahwa tidak ada perbedaan antarayang kuat dan yang

57Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Pasal 222, h. 147.

8H W Lestari, “Ketentuan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Figh Siyasah,” Skripsi (Tulungagung: Fak. Syariah
dan limu Hukum IAIN Tulungagung, 2020), h. 91, repo.uinsatu.ac.id/16758/.
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lemah. Dalam Islam juga, tidak ada perbedaan antara individu satu dengan yang
lainnya, yang membedakan hanyalah tingkat takwa mereka.®®

Kekhawatiran tentang banyaknya partai politik yang mengusung calon
presiden dan potensi kelemahan kekwiasaan presiden di parlemen karena tidak
adanya Presidential Thresheld tidak lagi relevan dengan adanya Pemilu serentak.
Dengan pelaksanaan Pemilu serentak, sistem partai politik menjadi lebih terstruktur
karena partai-partaicenderung membentuk koalisi sejak awal untuks memperoleh
dukungan “mayoritas, dalgm..pemerintahan.* Hal—ini secara’ tidak langsung
mempermudah proses pembentukan pemerintahan dan.mémastikan bahwa.dembaga
eksekuti® di parlemen tetap memiliki kekuatan yang €tikup?untuk menjalankan
tugas-tugasnya:"Pembatasan semacam i tidakuhanya merugikan-hak partai politik
baru tetapi_juga mengurangi hak rakyat untuk mencari figur pemimpin yang
diinginkannya. Dalam figh siyasah, konsep keadilan dan hak rakyat uatuk berdaulat
dalam memilin pemimpin sangat diuAjuag-tinggi. Sementara datam,figh al-Siyasah

figur atau kepribadian seorang pemimpin lebih diutamakan. '

3. Perbedaan Dalam Penentuan Calon
Perbedaan perikutnya adalah pada proses penentuan calon. Dimana pada
sistem Presidential Threshold pepentuan.calon Presiden dan calon Wakil Presiden
dilakukan dengan cara demokratis dan-ierbuka, akan tetapi hanya,dibatasi pada
Partai Politik dan/Gabungan Partai Politik yang akan mengusulkan. Sebagaimana
yang tertuang dalam pasal 223 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Pemilithan Umum “Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden

1)

890gi Habibi and Syariat Islam, “Sistem Demokrasi dan Kekhilafaan Dalam Syariat Islam,’
Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 3, no. 1 (2019), h. 56.

""H W Lestari, “Ketentuan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum Berdasarkan Figh Siyasah,” Skripsi (Tulungagung: Fak. Syariah
dan limu Hukum IAIN Tulungagung, 2020), h. 106.
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dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai
Politik bersangkutan”.”

Sementara pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattab proses penentuan calon
pemimpin (khalifah) tidak hanya melalui konsultasi antar anggota Majelis Syiira,
akan tetapi proses konsultasi juga dilekukan persama rakyat kaum Muslimin.
Meminta pendapat.penduduk Madinah, para pemimpin pasukan yang berkumpul di
kota, dan tokoh masyarakat agar mengetahui siapa yang diinginkan umat untuk
bersatu. Konsultasi dilakukaia, dengan”sahabat /Nabi Muhammad Saw., serta
pemimpin pasukan yang=datang ke Madinah .dan.iokofi, masyarakat,«bahkan
pimpinan militer./2

Dilinat’dari _relevansinya terhadap kensep pemekimigian dan kondisi
masyarakat_di Indonesia; sistem perwakilan Partai Politik \datam mekanisme
penguswlgan-calon pemimpin [dipancang lebih relevan. Partai=politik memiliki
peranan, penting dalam'sistem politik nasienal, terutama dalanrkenteks dinamika
dan_pertbahen yang terjadidismasyarakat indonesiamPartai-po litile memiliki fungsi
penting terhadap negara, seperti menciptakan pemerintahan yang efektif dan
meningKatkan partisipasi politik terhadap pemerintah yang berkuasasDi sisi lain,
peran partai politik 'terhadap < rakyab<meliputi memperjuangkan kepentingan,
aspirasi, dan nilai-nilal masyarakat; serta_memberikan perlindungan dan menjamin

rasa aman.’®

4. Perbedaan Dalam Subjek Yang Terlibat

"Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum Pasal 223, h. 148.

"2Muhammad Suhail Taqsy, Tarikh al-Khulafa al-Rasyidin al-Futihat wa al-Injazat al-
Siyasah, h. 369-370.

30gi and Hafiz Juanda and Juanda, “Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan
Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024,” Jurnal llmu Multidisplin 2, no. 2 (2023),
h. 142, creativecommons.org/licenses/by/4.0/.
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Perbedaan berikutnya adalah terletak pada subjek yang terlibat baik dalam
partai politik pada sistem Presidential Threshold maupun dalam Majelis Syiira pada
ijtihad ‘Umar bin al-Khattab. Pada sistem Presidential Threshold unsur-unsur atau
kalangan yang tergabung dalam partaiypolitik atau gabungan partai politik tidak
didominasi oleh pemuka agama. Sedangkan pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattab para
sahabat yang tergabung dalam Majelis Syiira seluruhya memiliki keutamaan juga
merupakan pemuka'agama.

ljtihad ‘Umar bin“alFihattab dalam gemilinanpemimpin(khalifah) dengan
membentuk Majélis Sy yang menjalankan peramnyd termasuk dalameproses
pengusungan calon™ pemimpin (khalifah), merupakai?prinsip penting dalam
mengambil “keputusan dalam™Islam.- Olehnyaytekoh-tokoh wang terlibat dalamn
Majelis Syiira sebagai Ahlul Halli Wa al-“4qdi adalah para tokghimasyarakat. Sama
halnya_dgngan penerapan sistem Presidential Threshold di Ipéonesia, di mana
unsur-unstriatau elemen yang tergabung-dalam Partal Politik atalnGakungan Partai
Politik ‘Vang* dudukssmenjadi “perwakilan=dimiembagaiegislatit| pada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan para tokoh masyarakat.. Yang membedakan
adalahgkarakteristik/Ahlul Halli'Wa al-‘4¢di merupakan para ulamayang memiliki
pendapat (ra yar) dan hikmah vang dengar. keduanya dapatimemilih siapa yang
paling haik untuk #menjadi ~pemimpincyang balk dan pandai mengurus
kemaslahatan.’* Sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DOPR) tidak didominasi oleh
ulama atau tokoh agama.

Walaupun sebagian kalangan mengomentari dengan memberi pandangan
tentang siapa yang seharusnya menduduki kursi legislatif. Muhammad Igbal
berpendapat bahwa lembaga legislatif tidak hanya seharusnya diisi oleh ulama yang

dianggap memiliki kewenangan dalam menafsirkan ajaran Islam, tetapi juga oleh

"Abt al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Basri al-Bagdadi, al-4hkam al-Sultaniyyah li al-
Mawardi, h. 18.
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individu awam yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam
serta memiliki wawasan yang luas terhadap berbagai masalah sosial.

Orang-orang yang dikenal sebagai Ahlul Halli Wa al- ‘Agdi yang terdiri dari
para ulama secara konsisten memegaig posisi yang sangat dipercaya, sehingga
mereka diberikan hak untuk membuat keputusan bersama mengenai semua masalah
penting yang berkaitan dengan umat.’®

Allah Swt. berfirman dalamiQ.S. An-Nisa’/4: 59.
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Waldl orang-orang yang| berimean, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi
Mubammad)=serta ululamri (pemegang kekuasaan) di_apiara kamusdika
kamu“berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah.kepada Allah (Al-
Qurian) dansRasul (sunahinya) qika kamu beriman,kepada Allah dan hari
AK i Y ang demikian tu-debifi-baik-(bagimu).dan. lebivbagus akibatnya (di
dunig dan di akhirat).””

IbnuKasir dalam tafsirnya kata u/i al-Amri dimaknai dengan ahli figh dan
agama. Juga dimaknai sebagai. para.pemimpin atau ulama.’® Merekalah yang
menjadi rujukan oleh umat dalam kattanaya -dengan kemaslahatan yang mencakup

seluruhdini.

Muhammad Igbal, Figh Siyasah Konstektualitas Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana,
2016), h. 199.

"8Arifin Jumarddin La Fual, Zuharil, “Studi Siyasah Syar’iyyah Terhadap Konsep
Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam,” Jurnal Pemikiran Islam 3, no. 2 (2017), h. 44,
core.ac.uk/download/pdf/231142101.pdf.

""Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 118.

"8Ibnu Katsir Al-Qursyt Al-Basti, Tafsir Al-Qur’an Al-‘azim, Juz 2 (Dar Tayyibah li Al-
Nasyr wa Al-Tauz’, 1420 H), h. 304.
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Hubungan antara amanah dengan keahlian menjadi sebuah substansi. Islam
sangat memperhatikan esensi profesionalisme. Dalam sebuah hadits Rasulullah

Saw. bersabda.
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Artinya:

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika Napi shallallatiu, ‘alaihi"wa sallam
sedanp, duduk, bersama sekelompok orang, datanglah”S€orahg Badui dan
pertanya, Kapan hari kiamat? Rasulullah shallaliahu "alattii wa sallam tetap
berRicarasdengan mereka. Salah satu orangedaris mereke “berkaiammDia
mendengar apa yang| dikatakannye, | tetapi dia membernci apa yang
dikatakannyas™ Dan yang  famnya\ berkataimSebenarnya, dia tidak
mendengacnya..Sampai-ketika-—pembicaraannya selésai, Rasulullah
shaifallahu ‘alaihi wa sallam bertanya: Di manakah orang.Yang berianya
téntang _hart kiamat itu? Dia berkata: Aku di sini, wahai Rasululiah.
RasuioMah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 'Jika amanah telah hilang,
maka tungguiah hari kiamat. Dia bertanya: ‘Bagaimana amanah itu hilang?
Rasulullahsshallallahu ‘alaihi’ wa sallam menjawab: Jika urusanadiberikan
kepada yang tidak pantas,maka tunggulah hari kiamat.

Had's ini menegaskan bahwaperitigasan atau urusan harus-diberikan kepada
orang yang pantas dan berkompeten. Jika‘amanah diberikan kepada yang tidak
pantas, itu adalah tanda kerusakan dan mendekatnya hari kiamat. Dalam konteks
pemilihan pemimpin "atau penunjukan anggota, int menunjukkan bahwa Islam
sangat memperhatikan esensi profesionalisme dan kompetensi. Keahlian dan

kemampuan harus menjadi dasar utama dalam memilih seseorang untuk

"Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’1l bin Ibrahim bin Al-Mugirah al-Bukhari, Sahih al-
Bukhari Juz 1 (Cet. I; Beirut: Daru Ttq al-Najah, 1442 H), h. 21.
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menjalankan amanah, bukan hanya berdasarkan hubungan atau faktor lain yang

tidak relevan.

5. Perbedaan Dalam Pendekatan Pengujian Calon Pemimpin

Perbedaan terakhir adalah dalamimekanisme pengusungan calon pemimpin
pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattab diberlakukan pertanyaan kepada calon pemimpin
dengan pertanyaan.sanggup mengemban amanah dan tugas sesuai Al-Qur’an dan
al-Hadis:2° Sementara dalam mekanisme pengusungan calon Presiden dan Wakil
Presiden tidak.diberlakukan pertanyaan sepecti-ai

Pertanyaandinighertujuan untuk mengetahut s€jauh _mana calonpemimpin
memahami-dandersediamenarapkan nilai-nilaillslam.dalanimenjalankan tugas dan
tangaung\jawab kepemimpinannya. Nilai-nilarislam_yang-'dintegrasikandalam
kepemimpinan akan memastikani bahwa keputusan-keputeisan.«yang diambil
berdasarkam prinsip.keadilan, | setiap |individu diberikan. kesempaian yang.sama
untuk berkembang«sSelain (itts—nilat=ntiai | Islamugjuga mendorong praktik
kepemimpiaan.yang mengedepankan rahmat dan kasih sayang. !

Keadidan merupakan prinsip utama dalam Islam yang mengamanatkan
perlakian yang adid‘’dan setara terhadap semua orang, tanpa memandangyperbedaan
latar belakang; suku, agama, atat.stattis”sosial. Di samping ituy, prinsip kesetaraan
mengajarkan betapa/pentingnya. untuk “menghormati dan memperiakukan setiap
individu secara adil, tanpa ada bentuk diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.?

Persamaan yang mencolok dari kedua sisi antara sistem Presidential

Threshold dan ijtihad ‘Umar bin al-Khattab ditinjau dari mekanisme pengusungan

8 Abdurrahman ibn Abi Bakr Jalaluddin as-Suyiiti, Tarikh al-Khulafa, h. 122,

8INilna Azizatus Shofiyyah, dkk, “Integrasi Nilai-Nilai Islami Dalam Praktik
Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Berdaya Saing,” El-
Idare:  Jurnal Manajemen  Pendidikan Islam 9, no. 2 (2023), h. 67,
doi.org/10.19109/elidare.v9i2.19383.

8Nilna Azizatus Shofiyyah, dkk, “Integrasi Nilai-Nilai Islami Dalam Praktik
Kepemimpinan Pendidikan: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Berdaya Saing,” El-
Idare, h. 68.
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calon pemimpin terlihat pada prinsip konsultasi atau musyawarah yang bersifat
partisipatif. Pengusungan calon pemimpin pada sistem Presidential Threshold
melewati proses partisipasi seluruh anggota Partai Politik dan Gabungan Partai
Politik yang melakukan konsultasi atas musyawarah dengan mekanisme internal
yang telah ditentukan. Sedangkan pada ijtihad ‘Umar bin al-Khattab dengan
membentuk Majelis Syira’ tentu terjadi adanya musyawarah sebagai tujuan
dibentuknya Majelis Syira tersebut. Yang membedakan adalah proses konsultasi
atau musyawarah pada sistem-Rresidential Thresholdbersifat terbatas pada internal
Paitai Politik dan’ Gabitmgan Partai Politik. Sementara pada.Majelis Syiirzagproses
musyawarah tidak fianya berhenti pada lingkup/@nggota-majens, akan tetapi proses

konsultasiditaktikan juga bersama rakyat.

C. PerbandingamuPresidentiat Thresheld dan ljuihad ‘Umai-bin al-Khagtab

Ditinjau Dari'Syarat-Syarat dan Karakteristik®Pemimpip

Vieaurut Kamus Besar Bahasa-Indonesia (KBBI) karaktéristik bermakna
sifat khds sesuai.dengan perwatakan tertentu.®® Sedangkamsyarat-bermakna segala
sesuatu yang perlu atau harus ada.®*

Kusno Aseb Santoso berpendapat’ hahwa karakieristik adalah ciri, khas
individu yang meliputi motivasi,4nisiatif;, keteguhan dalam menyelesaikan tugas,
kemampuan dalam/memecahkan masalah, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan

diri terhadap peribahan lingkungan yang dapat memengaruhi kinerja mereka.®®

8pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 639.

84pysat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1042,

8K Santoso, “Pengaruh Budaya Organisasi, Karakteristik Individu, Dan Lingkungan Kerja
Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Pt. Tanaya Hospitality Group (Boncafe Steak & Ice Cream
Restaurant Outlet Pregolan) Surabaya,” Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents
1, no. 1 (2020), h. 8, repository.stiemahardhika.ac.id/cgi/users/h.
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Islam sangat menekankan untuk memilih pemimpin yang mempunyai
karakter yang baik. Terutama dalam hal ketakwaan dan ketundukannya kepada
Allah Swt.

Allah Swt. berfirman dalam QsS. ‘Ali-‘Imran/3: 28.

@

(b ) e e S5 Jadd (e u-MJA“ 030 (e B3 sl (3l all 385
Shaal) 40D 5508 0 280080 500 gt 1585 ) glgé’aﬂ

Terjemahnya:

Janganlalyorang=orang mukmin menjadikan.grang-kafir sebagai para wali
dengan mengeSampingkan orang-orang mukminsSiapa yang melakutkan itu,
hal itu samasekali bakan dart (ajaran) Alah, kectiafi uniuk menjaga diri dari
sesuatl yang kamu takuti dari mereka. Allah mempermgatkan kamu tentang
diri=Nya(Siksa-Nya). Hanya kepada Allahempat k&mbati. %

Avat _Jini menekankan pentingnya memilih pemimpin ©yang memiliki
karakteidat; khususnya dalam hal ketakwaan dan ketundukan kepada Allah SWT.
Islam mengajarkan bahwa pemimpin Lharus [dipilin._dari kalghgan, orang yang
berimarigan hertakwayyangrakan'memimpinrdengan-keadilan ¢an|sesuai dengan
ajaran Allah. Memilih pemimpin yang tidak beriman bisaymembawa pengaruh
negatif«dan menyesatkan dari ajaran-Islam.

Kata auliya’ adalah bentuk jamalk dari kata waliy. Secara harfiah kata ini
berarti dekat sehingga menunjukkai-fakna teman dekat, teman akrab, teman setia,
kekasih, penolong,/sekutu, pelindting, pembela, dan pemimpin.®’

Syarat-syarat dan karakteristik calon pemimpin pada sistem Presidential
Threshold dan ijtihad “Umar bin al-Khattab tidak nampak adanya perbedaan yang

mencolok. Lebih kepada sisi persamaan yang mendominasi.

8K ementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 70.
87Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 70.
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Tabel 5. Persamaan Presidential Threshold dan Ijtihad ‘Umar bin al-Khattab

Pada Syarat-Syarat dan Karakteristik Pemimpin

No Presidential Threshold Ijtihad ‘Umar bin al-Khattab
1 Bertakwa kepada Tuhan Yan Memiliki sifat adil yang menyeluruh

Maha Es

2 Mampu ra rohani ‘ Memiliki m%ng baik dari
manl untu elaksanaka penglihatan, pendengaranyidan lisan.

gaokgégl:mttan an

\Iiremden keKura Vahe menghambat
tathas jaan | gera dan e n d/

dalam segala sisi,

an kewajiba a tubuh dari

~ 74
nar erespondkebutithan rakyat.
\ B%p idi i < <[ Memiliki itmb\(an
3 emungki nte w- geluarkan
3 atwa dan enllalan ituasi dan
e m-h myang Mkan

aliyanke] :
/la \\

Memiliki«visi, misi, d
dalam melaksanakan

elalu mengarah kepada kebijakan dan

epentinganyrakyat.

pemerintahan negara Reptbl

Indonesia.

1. Persamaan Dalam Sifat Adil
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Persamaan yang pertama adalah memiliki sifat adil yang menyeluruh dalam
segala sisi. Sifat adil sebagai salah satu tanda seorang pemimpin yang senantiasa
bertakwa kepada Allah Swt.

Sifat adil menjadi karakter qyang harus melekat pada pribadi seorang
pemimpin. Keadilan adalah salah satu wujud /dari takwa karena menunjukkan
ketaatan seorang kepada nilai-nilai yang ditetapkan oleh Adlah Swit.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8.

g . TIP3 Gt - GEN E . —SUTERPY JN N RIS R
Vi e a5 Bl 8,4 SNRall &Sl TR 1560 1 5 Gl
2 P - ) ] ) 2% e, ¥ /‘éjo /‘n/
B S B PR 1680 5T T8 s T sl

Terjemahjya:
Wahal Orang-orang yang beriman, jadilaln™kamu penegak (Kebenaran)
karefia, Allahy(dan) saksi-saksi .(yang bertindak)=terigan-adil. Janganlah
kebenCianmu terhadap rsuatu kaom mendorong kamu untuk berlaku tidak
adikJBerlakulah-adil karena (adil) itul lebih dekaispada takwa“Beriakwalah

kepada Allah. Sesungguhnya /Allah!Maha Teliti terhadap.apa yang kamu
Rerjakan.®

Avab in menekankan bahwa seorang pemimpin, harus-aow-darn objekiif,
tidak dipeagaruhi oleh kebencian atau prasangka, karena Keadilan lebih dekat

kepada takwa dan‘sesual dengan.perintah Allah.

2. Persamaan Dalam Kemampuan<Rohani dan Jasmant
Kemudian persamaan selenjutnya adalah ada ‘pada kemampuan secara
rohani maupun/ jasmani dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
pemimpin serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.®° Memiliki indra yang baik

dari penglihatan, pendengaran, dan lisan. Juga keselamatan anggota tubuh dari

8Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 146.

8Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil
Presiden, h. 7
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kekurangan yang menghambat gerakan dan kecepatan dalam merespon kebutuhan
rakyat.%°

Selain itu kaitannya dengan kemampuan jasmani, seyogyanya seorang
pemimpin memiliki kompetensi dan kegerdasan. Memiliki kemampuan umum yang
luas, daya ingat yang kuat, rasionalitas, orientasi masa depan, fleksibilitas, serta
adaptabilitas. Jugakemampuan menentukan skala prioritas; keterampilan mendidik
dan berkomunikast ) secara efektif. Tidak kalah penting adaleh memiliki
pengetahuam, umum yarg sMuas, daya” ingat yang .kuat, dan kesediaan menjadi

pendengar yang paik

3. PersamaamDalam Kapasitas Iimu

Pérsamaan sberikutpya adalah = dilihat padas kapasitas ilmusyang
memungkinkan dalam menjalani tugas dan kewajiban sebaga¥seokrang pemimpin.
Standar status pendidikan untuk! Presitlen dan| Wakil Presiden Sebataimana-yang
tertuang-dalam Peraturan Komisi-Pemiliran-Umum Nemer 19 Tahtin 2023 tentang
PencalonadPeserta'Pemilihan Umum Presiden dan Waki! Presiden Pasalyd3 ayat
(1) “Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas; madrasah Aliyah,
sekodah menengahidkejuruan, madrasah aliyah kejuruany.atau sekolahylain yang
sederajat”.2_emiliki kapasitas_ifmu<yang ‘memungkinkan untuk mengeluarkan
fatwa dan penilaian dalam situasidan htikum=hukum yang dibutuhkan.®®

Menjadi pemimpin bagi-orang yang. banyak memerlukan kapasitas ilmu

yang baik. Tertutamal ilmu agama yang memiliki keutanaan bagi orang yang

%Abi al-Hasan ‘All ibn Muhammad al-Basr1 al-Bagdadi, al-dhkam al-Sultaniyyah li al-
Mawardi, h. 20.

"Muhammad Charis et al., “Kategori Kepemimpinan Dalam Islam,” Edukasi Nonformal
1, no. 2 (2010), h. 177, ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/491.

92Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil
Presiden, h. 8.

9 Abi al-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al-Basri al-Bagdadi, al-4hkam al-Sultaniyyah li al-
Mawardi, h. 20.
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memilikinya. Sebagaimana pula sebaliknya pemimpin yang buruk adalah
pemimpin yang mereka berkata dan beramal tanpa ilmu. Rasulullah Saw. bersabda

dalam haditsnya.

bl s 0 g adle s JTER O 2y lt 106 pg 340 aee i 02
il W (sland og B D8 a8 buali 23 o dsyl )
be ik A0 205 U (s el U Ao Ly oy 35 sl
sataliy A0 (b s AN L Guleng, o Al Y Ll aass
e 15 ity X L el slia e 0TS ) 18T 1 KT 26 aul s

2o Dkl o 5 5) & uth AT o Sl 127 (Fudn il sl

Artinya:

Dari Abu Sa‘id al-Khudri, dia berkata: Rasulullah shallatiahu "alaihi wa
salldm berkhutbah kepada kami, lalu dia berkata “dalam khutbahnya:
Sesungguhnya, aku hampir dlpanggll dan aku akan menjawah, lalu akan ada
pemimpin=pemimpin setelahku, mereka akansmelakukan apd yangskalian
ketahitli dan mereka akan melakukan apa yang kalian tidak'ketahui. Ketaatan
kepada mereka adalah) ketaatam; maka kamtakai, tetap [eghikian untuk
heberapa waktu, kemudiaf-akati-ada-pemimpin-pemimpin setelah mereka,
nrergkasakan melakukan apa yang tidak mereka Ketahur-danymerekagakan
melakukan“apa yang tidak kalian ketahui. Barangsiapa memberi manfaat
kepada mereka dan memberi nasihat kepada mereka, maka mereka telah
hancur dan menghancurkan. Bergaulah dengan mereka dengan,badan kalian
dan menolaklah mereka dengan perbuatan kalian.“Saksikanlan bahwa yang
berbuat baik itu baik dan yang berbuat buruk itu buruk.

Hadis ini releyan denganpembahasan tentang persamaan dalam kapasitas
ilmu bagi pemimpin. Rasulullah;SAW mengingatkan bahwa setelah beliau, akan
ada pemimpin-pemimpin yang bertindak dengan pengetahuan yang mereka miliki.
Pemimpin yang memilikikapasitas ilmu yang baik akan menjalankan tugas dengan
benar. Sebaliknya, pemimpin tanpa pengetahuan yang memadai akan berbuat salah

dan menyesatkan. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki pengetahuan dan

%Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad al-Tabrany, al-Mu jam al-Awsat, Juz 7 (al-Qahirah:
Daru al-Haramain, 1415 H/1995 M), h. 105.
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kapasitas ilmu yang memadai untuk memastikan kebaikan dan keadilan dalam

kepemimpinan mereka.

4. Persamaan Dalam Mencanangkan Visi, Misi, dan Program
Hal berikutnya yang harug ‘dimiliki oleh seorang pemimpin adalah
mencanangkan visi, misi dan program dalam /menjalankan pemerintahan yang
tujuannya mengarah kepada kebijakan dan penanganan kegpentingan rakyat.

Ailah Swt. berfirman dalam Q.S. Sad/38: 26.

M@@\@um@uwu\w(&uuﬁﬂ\@mmﬁug,m
uwiey\wwmm.uu\qce@&ﬂ\dmucU}Laliyﬂ\ufi&\d.‘.uuc

Terjemalinyas

(Adlal berfirman,) Wahail Daud, sesungguhnya, Kami“ genjadikanmu
khalifah (penguasa) di bumi-Maka;berilah'keputusan (perkara) di antara
mandsia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa gafsi.karena akan
menyesatkan engkau dari jalan Allah, Sesungguhnya“grang-orang yang
sesaf\ dari jalam Allah akan mendapat azal) yang berati=karena mereka
metupakanhari Perhitungan:*2

Ibnu Kasiw'dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat, ini heiupakan wasiat
dari Allal"Swt. kepada para pemimpin agar mereka menghakimi manusia dengan
kebenaran dan tidak menyimpang. ’Dan”Allah Swi. mengancam dengan Siksaan
yang pedihfbagi orang-orang yatg menyimpang.’® Dengan demikian surah ini
menegaskan bahwa'kepemimpinan visionapmembutuhkan tidak hanya kekuasaan
dan kebijaksanaan, tetapi juga’ visi yang jelas dan tujuan yang mulia untuk
kemaslahatan umat.

Syarat menjadi pemimpin dalam hukum positif di Indonesia lebih terfokus
pada aspek teknis pelaksanaan pemilu yang akan datang. Pembentukan citra

pemimpin erat kaitannya dengan membangun citra yang menarik simpati

%Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 661.
%Tbnu Katsir Al-Qursyl Al-Basti, Tafsir Al-Qur’an Al-‘azim, h. 63.
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masyarakat. Di sisi lain, dalam konsep figh siyasah, syarat menjadi pemimpin
(kepala negara) menekankan pribadi pemimpin itu sendiri. Singkatnya, pribadi
pemimpin yang diinginkan adalah yang memiliki pengetahuan baik dalam ilmu
dunia dan agama, sehingga mampu meimbawa negara menuju kemaslahatan selama

kepemimpinannya.®’

D. Analisis Perbandingan ‘Presidential Threshold di¢ Indonesia dan ljtihad

Pemilihan Khalifah Oleht‘Umar bin'al-Khagiab

Sistem Presidential /Ahreshald di IndohestagdanAjtihad pemilihan khalifah
oleh “Umar bin, al-Khattab memiliki beberapa persamaan pehting dalam tahapan
proses pe@itiaan pemimpin, kKhususnya dalam hal ini pada preSes pengusungan
calon pemimpin. Padakeduanya menekankan priasip keadilan, psrwakilan, dan
musyawatah;” Selain itt; keduanya jtga menrekankan Kriteria «ualitas pemimpin
yang berintegritas dan mampu mewakili kepentingan masyarakat'secara adil.

Wiakas'ditinjau dari beberapa persamaan tersebut, ditagikésuatu perspektif
hukum bahwa Presidential Threshold di Indonesia dapat dikatakanaerupakan hasil
ijtihad _dan bersifats mubah. Sehingga dalam konteks modern,, Presidential
Fhreshold di Indonesia diperbolebkarydantebih relevan dengan partai politik yang
kompleks serta kebutuhan akan <stakiiktas pemerintahan yang efektif tanpa
melanggar nilai-nilar syar i dalani Islam. Beberapa catatan yang peritrdiperhatikan
dalam penerapan Presidential Threshold diiIndonesia yang memiliki kesamaan
dengan nilai-nilai Islam sebagal berikut:

1. Prinsip keadilan.

2. Musyawarah.

®Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), h. 167.
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3. Kapasitas ilmu dan kompetensi dari calon pemimpin maupun anggota
perwakilan yang terlibat dalam tahapan proses pemilihan pemimpin.
4. Kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Berikutnya terdapat perbedaangimendasar antara Presidential Threshold di
Indonesia dan ijtihad pemilihan khal#fah oleh ‘Umar bin Al-Khattab. Presidential
Threshold diatur aleh UU Na. 7 Tahun 2017, yang mensyaratkan partai politik atau
gabungan partai memperoleh 20% lkursi DPR atau 25% suara sah mpasional untuk
mencalonkan, presiden. 7 If=pertujuan™ memperkuat_sistemdpresidensial dan
memastikan dukyngan potitik yang cukup di parlemep, gusa mencapai_stabilitas
pemerintahan. Sebaliknya, ‘Umar bin Al-Khattab memb&ntule™Majelis Syira tanpa
ambang katas-seperti itu.

Dalam hal mekanisme pengusungan calon, di Indonasiaccalon presiden
diusulkail=oteh partai politik lyang memenuhi ambang batas,ssedangkan dalam
sistem yjtihad ‘Umar, setiap anggota-Majelis| Syiara memiliki hakyarg sama untuk
mengusiitkarcalontanpasyaratambang batas: inimmencerminkaf pendekatan lebih
inklusif dalamjtthad ‘Umar, dengan fokus pada musyawarah,dan kcadilan.

Presidential «Threshold di Indonesia didasarkan pada tndang-undang
nasional dan prinsip-prinsip deniokiasi(modern, sementara fjtihad ‘Umar bin Al-
Khattab didasarkan pada ajaran fstame Sistem Indonesia berusaha mengakomodasi
keragaman dan dipamika politik.modern, sedangkan ijtthad ‘Umar berfokus pada
prinsip-prinsip syariah. Meskipun keduanya bertujuan memilih pemimpin yang
adil dan kompeten, pendekatan dan mekanisme yang digunakan berbeda.

Akhirnya, ditarik satu perspektif hukum bahwa Presidential Threshold lebih
kompleks dan formal untuk diterapkan di Indonesia, dengan fokus pada stabilitas
politik melalui dukungan parlemen. Sedangkan ijtihad ‘Umar lebih sederhana dan

inklusif yang lebih relevan untuk diterapkan pada saat itu.






BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Presidential Threshold adalah aturan yang mensyaratkan partai politik atau
gabungan partai pelitik meraih 20% kursi'DPR atau 25% suara sah nasional
dalam pemitu.legisiatif untuk ;mengajukan, calon presiden danwakil
piesiden, © JLyjuannya adalah  memperkuat @isteml, presidensial dan
mesfastikan dukungan politik-yang salid difparlentah._Sejak 2004, besaran
threshold berubah.dari 15% kursi DPR atau 209% suara sah nasional menjadi
20%-kursi DPR atau 25% suarasahnasional pada 2009, @an berlaku hingga
kinr, Pendukung threshold mengatakam aturan ini menghasilkan presiden
kuat dengan dukungan partemen yang solid dan mendaggng Koalisi efektif.
Namun, ada juga mengatakan menyatakan bahwanthresheld ini tidak adil
bagt partai baru, bisa membuat presiden tersandera pariat‘pengusung, dan
mengurangi representasi’ masyarakat. Threshold dirancang spuntuk
mengurangi jumlah calon yang diajukan, memastikan dominasi partai besar,
dan memaksa jpartai kecil untuk berkoalisi. Meski bertujuan®memperkuat
sistem presidensial, attiran ini memicu debat ‘tentang keadilan dan
dampaknya terhadap representasi politik.

2. ‘Umar bin Al-Khattab menolak menunjuk penggantinya sebagai khalifah
secara langsung atau dari keluarganya sendiri. Beliau membentuk Majelis
Syiira yang terdiri dari enam sahabat senior: ‘Utsman bin ‘Affan, ‘Ali bin
Ab1 Thalib, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin

Ubaidullah, dan Zubair bin ‘Awwam. Majelis ini bertugas memilih khalifah
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melalui musyawarah dan konsultasi dengan penduduk Madinah serta tokoh
masyarakat. Sistem Ahlul Halli Wa al-‘4gdi menekankan musyawarah
sebagai prinsip penting dalam Islam untuk memilih pemimpin. ‘Umar
menolak pewarisan kekuasaan turun-temurun dan mengutamakan
pemilihan yang adil. Proses ini memastikan pemimpin yang terpilih adalah
yang paling dikehendaki olen umat Islam.

3. Perbandingan, antara sistem pemilihan umum /Presidential«Threshold di
Indonesia dan jjtihatpemilinan khalifah olehUmar Bin al-Khattab dapat
ditinjau darj Konsep'pemilihan, mekanisme_pengustmigan calon, daasyarat-
syarat ‘pemiimpin. ‘Keduanya menekankan -ghiingoya™ musyawarah,
representasi _yang akuat, dan proseswypemilihan ‘yang~ efektif. Sistemn
Presidential Threshold relevan dengan kondisi Indongsia<saat ini, dengan
partarpolitik memainkan peran penting dalam pencalonaig-anggota legislatif
dan eksekutif. Sebaliknya, 4tihad-tmar menekankan pehngajukan langsung
oleNpemimpimdanmusyawarah ketat untuk-kemasiahataf tirat. Persamaan
utama_antara kedua sistem meliputi sifat adil, kemampuan rohani dan
jasmani, kapasitas ilmu, serta visi, misi, dan progiam yang jelas. Meskipun
ada perbedaan signifikat-dalay proses dan konsep, prinsip-prinsip  dasar
keterlibatan, persetujuan, danpenyebarluasan informasi kepada publik tetap

serupa.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas maka dikemukakan

implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:
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Implikasi Teoritis

Persamaan dalam aspek keadilan, kemampuan rohani dan jasmani,
kapasitas ilmu, serta visi, misi, dan program yang jelas menunjukkan bahwa
pemilihan pemimpin yang efektif harus didasarkan pada karakteristik dan
kompetensi pemimpin yang diinginkan, serta mekanisme yang memastikan
representasi, dan keterlibatan: yang luas. Secara keseluruhan, implikasi
teeritis dari perbandingan ni menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar
dalamy, pemilinan pemimpin memiikieleVansi yan@ luas dan dapat
diintegrasikanwalam berbagai sistem polittk gatuk Memastikanqpemilihan

pemimpinvang adil, kempeaten, dan berorientasi pada kémaslahatan rakyat.
Implikasi Praktis

HasH penelitian’ ini -mMemberikan \dmplikasi pada «aKyat Indonesia.
Presidential Threshold mensyaratkan ambang batas perglehan suara bagi
partaspolitik untuk mengajukan _pasangan calon pegsiden dan wakil
presiden,«dengan tujuan memastikan dukunganypolitite=yang soliddi
parlemen. Di sisi lain, ijtthad ‘Umar menekankan musyawarah dan
konsultasi dalam pemilihan’khalifalk;, melibatkan berbagai pemimpin dan
masyarakat. Keduanya< menekankan prinsip-prinsip “seperti keadilan,
konsultasi, Aransparansi,<dan akuntabilitas. Implikasi praktisnya adalah
perlunyasistern pemilihah yang adil, transparan, melibatkan berbagai pihak,
dan memastikan calon pemimpin memiliki kapasitas yang sesuai dengan
tugas kepemimpinan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem
pemilihan pemimpin dapat membangun kepercayaan publik dan

menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
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